KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS]T MANUSILA,

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-7 AH.11.03 TAHUN 2024
TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Menimbang

Mengingat

PARTAI AMANAT NASIOMAL

MENTERI HUKUM DAN HAK ABASI MANUSIA,

4. bahwa amentarian Hukum dan Hak Aszsi Manusia telah menerima surst

permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partal Amanat Nasional Nomor
PANBMULS V221002024, {snggal 11 Sepiember 2024, perhal
Penmohonan Perubehan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
PAN Periode 2024-2029 Hasll Kongres ke-8 PAN di Jakarla;

balwa selsish dilgkukan pemerikssan dan peneitian oloh Kamentsrisn
Hukum dan Hak Asssl Menusia terhadep berkas permohonen
sebagaimana tersebut pada hunf g, wish memenubi kelontuan Paeal 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Partai Politik sebagaimana
telah diubah dangan Undang-Undsng Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan ataé Undang-Undang Nomor 2 Tahuan 2008 tentang Partal
Politk dan lelah memeanuhi kelentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal
13, dan Pasal 14 Pacaburon Meniee Mukum dan Hek Asasl Manusia Nomor
3 Talwin 2017 tartang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum,
Perubahan Anggersn Dasar dan Anggeran Rumab Tangga, seria
Parubahen Kepengurusan Partal Politiic;

balnwa bardasarkan partimbangen sebagaimana dimaksud pada huruf &
dan huruf b lersebut i atas, periu dibust Keputusan Manteri Hukum dan
Hak Asasl Manusia tenteng Pengesahan Parubahan Anggaran Dasar dan
Anpgarsn Rumsh Tangps Partel Amanat Nasional:

- Undang-Undang Nomor 2 Tshun 2008 fentang Partal Poltik (Lambaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomaor 2, Tembahan Lembaren
Negara Republlk Indonasla Nomor 4801) ssbegaimana telaiht diubeh
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tertang Perubshan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partsi Polltik {Lambaran



Manetapkan

KESATY

KEDUA

KETIGA

Negara Republk Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momar 5183);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 fentang Administrasi
Pemerintahen {Lembaran Negara Rapubllk Indonesla Tahun 2014 Nomor
282, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomer 5601);

3. Paraturan Preslden Nomor 68 Tahun 2019 tfentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 2(0:3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
32 Tahun 2021 tenieny Penubahan atas Peraturan Preglden Nomar 68
Tahun 20192 tentang Organisasi Kementerian Magara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

4. Peraturan Memtern Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 54 Tahun 2017
tandang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Panubahan
Kepangurusan Partal Politik (Berita Nagara Repubfik Indonesia Tahun
2018 Nomar 25);

5. Peratwan Menterd Hukum dan Hak Asas! Manusia Momor 28 Tahun 2023
tertang Organisasi dan Tata Kerdja Kementerian Hukum dan Hak Asaai
Manusia (Berita Negara Republik Indonesla Tahun 2023 Nomor 800);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI HUKLUM DAN HAK ASAS| MANLUSIA TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAHM TANGGA PARTAI AMANAT NASIOMAL.

Mengasahkan Perubahan Anggaran Dasar den Anggaran Rumah Tanggs
Partal Amanat Nasional, dengan kedudukcan kantor tetap di Jalan Warung
Buncht Raya No.1A RT/RW 001/0056 Kslutshan Kalbata, Kecamalan
Pancoran, Jakarta Selatan 12740, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor
04, Tanggal 12 Saptember 2024 tantang Alia Perubaban Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Partal Amanat Nasional Hasil Kongres VI dl Jakarta,
yang dibuai dhadapsn Aslina Perangin-Angln, 8H., M.Kh, Nobwis
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.

Pada saat Keputusan ini mulal beriaku, Kaputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasl Manusia Nomor M.AH-07.AH.11.01 Tahun 2020, kanggal 2B Februarl
2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai Amanat Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kaputusan ini mulal beriaioa pada tanggal ditetepkan.




KEEMPAT :  Apebile dl kemudian har termyata terdapat kekelruan dalam Keputusan ind,
akan diadakan perbaikan eshagalimana meetinya.

Ditetapkan di Jakarta
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PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI AMANAT NASTONAL
HASIL KONGRES V1 DI JAKARTA

e Nomor : 04

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 12-09-2024 (duabelas Septermber duaribg -—
duapuluh empat), jam 15.00 WIB (limabelas tepat Waktu Indonesia bagian Barat), -
Berhadapan dengan says, Nyonys ASLINA PERANGIN-ANGIN, Sarfang ---—---
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri gleh -—— -
Saksi-saks! yang saya, Notarls kenal dan akan disebut pada baglan akhic akts ini ; —
- Tuan SLAMET NUR ACHMAD EFFENDY, lakir di Yogyakarta, pada tanggal--—
27-03-1989 (duapuluh tujuh Maret serlbu sembilanratus delapanguluh sembilan),
Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, berternpat tinggal d! Jakarta, -~—~—r-
Uljaml, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 003, keiurahan Uhajami, kecamatan
Pesanggrahan, kota admnistrash Jakarta Selatan pernegang Kartu Tanda ——-—-

Penduduk nomeor : 3174010506600008;
-Menurut keterangannya dalam hal inJ bertindak berdasarkan Surat kuasg yang—
dibuat dibawah tangan bermeterai cuiup testanggal 26-08-2024 {duapulub enam
Agustus duaribu duapuluh empat), yang mans ask syratnya dilekatian pada-so—
minuta akta Inl, sehingga dengan demikian penghadap sah bertindak dan atas —
nama KETUA UMUM Dewan Pimpinan Pusat Partal Amanat Nasianal Terpilih —-
pertode 2024 {duaribw duapwiuh empat) sampat dengan 2029 (duarfou duapuluh
sembilan}, yaitu : tuan ZULKIFLI HASAN, tahir d| jakarta, pada tanggal-—
17-05-1962 (tujuhbelas Me! seribu sembilanmatus enrampuluh dua), ~——o-
Anggota Kabinet Kementrian, Warga Negara Indonesia, bertempat tingga
di Jakarta, Clpinang Indah bick H nomer 1, Rukun Tetangga 006, Rukun—

Warga 016, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegars, Kota ---—-—

re—r——

Administrasi Jakarta Timur Pemegang Kartu Tanda Penguduk
—
\\N



|

rr;l;n’r‘ : 31750317058620005

-Para Peaghadap saya, Notaris kenal;

-Selanjutnya penghadap menerangkan kepada saya Notaris:
-Bahwa telah dibuat akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rurmah Tanoga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres VI di—-—
Jakara, tertanaaatl 23-08-2024 (duapuluh tiga Agustus duaribu duapuluh —
empat), Nomor : 08, yang dibuat dibadapan saya Notaris ¢t Jakara, -—---
- Bahwa Kongres diadakan pada tanggal 23-08-2024 {duapuluh tiga Agustus
duaribu duapuluh empat) sampal dengan tanggal 24-08-2024 (duapuluh —
empat duaribu duapuluh empat) berternpat dl Grand Ballroom Hotgl——-
Kernpirski, jalan M.H Thamtin nomor 1, Kelurahan Mentenq, Kecamaten —

Menteng, Jakarta Pusat.
- Babwa berdasarkan kuasa tersabut diatas penghadap bermaksud Ingin ——--
Menyusun Kemball seluruh perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar
Rumah Tangga hasil Kongres Ke VI Part2i Amanat Naslonal, yang———-——
Pendiriannya termuat dalam Akt tertanggal 11-11-1998 (sebelas November

seribu smbilanratus sembilanpuluh delapan) Nomor 24, dan diubab dengan

akta tertanggal 04-02-1599 (empat Februari seribu sembllanratus
sembilanpuluh sembilan} Nemar 7, keduanya dibuat dihadapan

CHUFRAN HAMAL, Sarjana Hukum, Notarls di Jakarta, dan telah mendapat
keputusan dari Menteri Kebakiman dan Hak Asesi Manusia Republlk ---—----
Indonesia teftanggal 27-08-2003 (duapuluh tujuh Agustus duarfbu tiga)-—

Normor @ M-20.UM.05.08_tahun 2003 dan diubab dengan akta
tertanggal 12-02-2020Q {auabelas Februari duaribin dugpuluf), nomor 08,—
yang dibuat dihadapan ASBAR IMRAN, Sarjana Hukum, Notaris di Xota —

Kendari dan terakhir diubah dengan akta tertanggal 23-08-2024 {duapuluh

q-"'"‘--._ e I

-



!

e
I tiga Agustus duaribu duapuluh empat), Nomor : 08, yang dibuat dihadapan

saya Notaris di Jakarta.

Sehingga dengan demilkian berdasarkan ketetapan Kongres VI Partai
Amanat Nasional (PAN) tersebut diatas, tentang Anggaran Dasar dan ———
Anggargan Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga —-—-
selanjutnya tertulls dan berbunyl sebagal berikut :
—-=-+——ANGGARAN DASAR PARTA AMANAT NASIONAL

KONGRES VT DI JAKARTA

~ Alas dasar tanggung jawab dihadapan Allab Tuhan Yang Mahia Esa Vang —-
Sudah menurunkan amanat kepada umat manusia untuk menegakian——-
kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka terangkumniah segenap oita, -
rasa, dpta dan iarsa untuk melangkahkan kaki mewujudkan nikai-nilai mulfa

amanat Ilahi yang Maha Sucl.
= Nilai-nikai mulia ity merifadi landasan moral dalam mengangkat harkat ——
kemanusiaan sehingga dapat mewwjudkan tetanan yang berkeadiian dalam
mesnakmurkan alam semesta. Wujud harkat kemanusiaan itu iahir daiam -
bentuk peradaban yang tingg!, Namun sefarah telah mencatat adanya -
penyimpangan ketlka peradabar difihat hanya dari sudut materll, yang —-
walaupun telah mendorong kemajuan untuk mencapal tingkat hidup —---
masyarakat yang sejahtera akan tetapi juga melahirkan ketimpangan moral
4l mana késejahteraan sebagian kecl! masyarakat diperoteh dari ————
pengorbanan sebagian masyarakat lalinnya.
- Oleh karena ity penyalahgunaan kekuasaan yang menindas dan ———ve—

membeienggu nilal-niial kebenaran dan keadllan, vang telah melahirkan--
sistem yang dikendallkan oleh semangat keserakahan, kediktataran, dan--

kezaliman mesti segera diakhiri dengan memulai membangun dan—-—-—-
""\-._H__‘_- 1.




r.f’ﬂ;;"ﬂpkﬂﬂ slstern yang berlandaskan pada nilei-nilal kejujuran, -------=-«--

katerbukaan, kehormatan, serta semangat pengorbanan,

p—

- Sebagai wujud kesadaran atas pertanggungjawahan sejarah dan
kemanusiaan, maka dikembangkaniah upaya untuk mewujudlkan tatanan —
hidup vang tentram, aman, adil, serta safahtera lahir ¢an batin di mang —
tercipta keserasian antara kehidupan priiadi dan masyarakdt, jasmant dan

rohant, spiritual dan material, kebebasan dan ketertiban, sehingga teragal

tatanan baru Masyarakat Madani yang dllandasi maral agama yang-—-———--

bersumber dari imam dan Bkwa.
- Dengan menyebut nama Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka segenap —~—--
kekuatan yang terus menerus berjuang dalam. meletakkan dasar ————--
pembaharuan tata kehidupan bangsa yang lebih balk bagi selurubh anggota
masyarakat politik PARTAT AMANAT NASIONAL yang memperjuangkan —--
kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial, ——-—swesee

-~ Atas petunjuk Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan meialui upaya-upaya yang

werencana, tertata dan berkelanjutan, maka disusuniah Anggaran Dasar dan

Anggarai Rumah Tangga PARTAI AMANAT NASIONAL sebagai berlkut :—
BAB 1

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1--

1. Partal inl bemama Partal Amanat Nasional, disingkat PAN .
2. Partal Amandt Nasianal dibentuk, digirikan, dan didekiarasikan pada hari—
Ahad/Minggu tanggal 23-08-1998 (duapuluh tiga Agustus serlby-——-—-

semnbllanratus sembilanpuluh delapan) di Jakarta:
| 3. Dewan Pimplinan Pusat Partat Amanat Nastonal berkedudukan di Ibukota -

‘ Negara Republik Indonesia. e semram s e
— ..



f BAB IT

--DASAR, ASAS, SIFAT,DAN [DENTITAS

— Pasal 2

Dasar dan Asss-

1, Partai Amanat Nesional berdasarkan Pancasila:
2. Partai Amanal Nasional berasaskan akhiak palitik berfandaskan agama—-

yang membawa rahmat bagi sekaitan alam.

Pasal 3 —veaan

Parai Amanat Naslonal bersifat terbuka dan mandiri.

Pasal 4

[dertitas

Partai Amanat Nasional menjunjung tinggl moralltas agama, kemanusizan —

dan kernajemukan.

BAB ITI —

——-TUIUAN, FUNGSI, DAN ARAH PERJUANGAN

Pasal 5
+ Tuluan

Paral Amanat Nasional bertujuan mewujudkan Indenesta Baru yang
menfunjung tinggl dan menegakkan nilal-nllail Iman dan takwa, kedaulatan —
rakyat, keadlian sosial, kemakmiran dan kesejahteraan daiam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia,

Pasal b

Funggi
L. Menjad) pemersatu bagl Negara Kesatuan Republik Indonesia {(NKRI): —~-~
2. Meniad! alat perjuangan untuk menegakkan kedautatan Rakyat; --=-e-v—-

3, Menyerap, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyal
-"'""‘---...____

-



F'u;jadi kebijakan Negara:——-—-——— e —
l 4. Melakukan pendidikan politik kepada rakyat agar memiliki kesadaran akan

hak dan kevrajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbanagsa dan --

bermegara; --
I
| 5. Melakukan rekrutmen politik melalul mekanisme demokrasi berdasarkan —

( kesetaraan dan keadllan gender, dan; . -
| 6. Melakukan komunikasi Polltik berlandaskan hakekat dasar kehidupan -—--

J berpolltik, sertz membangkitkan partisipast pOTHK Warga NEQara. -se--seess

—-Pasal 7

- Arah Perjuangan

Untuk mencapal fujuar, Partet Amanat Nasional memperjuangkan : --————

1. Mempertahankan tegoknya Negara Kesatuan Republik Indonesla, yang----

‘ berdaulat penub di darat, laut, dan udara;

I 2. TerwJjudnya Masyarakat Madani yang mengamalkan afaran agama dan —
niai-nfiai luhur budaya bangse dengan mengembangkan semangat saling
menghormat! dan bekerja sanma;

[ 3. Terwujudnya amariah kekuasaan pemerintahan secara konstitusional -

‘ melalui pemilihan umum yang Jujur, adll, kingsung, umum, babas, dan----

rahasia;
! 4. Terwujudnya pemerintzhan yang bersih, sahat, kuat, dan berwibawa, -—

bebas darl praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN):
I 5. Terciptanya sistermn perekenomian Pancasila sesual pasal 33 ULUD 1945 —

ORI -

‘ 6. Terwujudnya kedaulatan pangan dan energl;
7. Penegakkan hukum yang adil tanpa diskriminasl melaivi aparat dan —-—--

| Institus! hukum yang bersih, mandl, dan professional:

-



o —

[ 8. Menciptakan kebebasan pers yang bertanggungjawab yang dilandas! oleh
hukum dan etika morai sehingga masyarakat memperoieh [nformas! yang

bervar, cbyektif, dan transparen;
| 9. Peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan lImu pangetahuan dan ——

teknolog) untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang
beriman dan bertakwa, berntegritas, berkarakter, dan memiliki fiwa --——

nasionallsme Indonesia; a————

j 10, Terciptanya tatanan kehidupan sosial yang mengembangkan daya cipta,
rasa, dan karsa yang unggul serta mengedepankan kearifan lokal sebagai

l kekayaan budaya nasional; dan

11. Terpenuhinya perlindungan dan Jaminan kesehatan bagi selurub rakyat—

Indonesia.
BAB TV
LAMBANG DAN LAGU
Pasal 8
Lambang
1. Lambang Partai Amanat Nasional adalah matahari putih dengan 32 (tiga—

puluh dua} pancaran sinar cerah yang dilatarbelakangl bujur sangkar -~-—

wama biru dengan tullsan PAN di bawahnya;
‘ 2. Penjelasan mengenai [ambang Partal Amanat Nasional sebagaimana ———-
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut datam Anggaran Rumah————-

Tangga.
- Pasal 9

Lagu
1. Lagu Partai Amanat Nasional terdirl atas Mars dan Himne yang ditetapkan

Loiah Kongres;
.




2. Penjelasan tentang Mars dan Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih [anjut dalam Anggarzn Rumsh Tangga.

------ -BAB V

——-KADER, ANGGOTA, ANGGOTA ISTIMEWA DAN SIMPATTSAN ———-

PFasal 10

——-——Kadar, Anggota, Anggotz Istimowa dan Slmpatisan

1, Kader Partai Amanat Nasional adalah anggota Partal Amanat Nasional yan¢
‘ telah mengikuti perkaderan Partai dan mempunyal Kary ANGgota; —-—-—
] 2. Anggota Partal Amanat Nasional adalah Warga Negara Indonesia yang-—

memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan dan tercatat —

sebagal anggota Partal Amanat Nasional;
' 3. Anggota Istimewa Partal adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa luas
biasa kepada Partal dan pandangan serta sikap hidupnva tidak———eemeem-

bertentangan dengan Asas, Indentitas, dan Tujuan Partal,
I 4. Simpatisan Partal Amanat Nasional adalah orang yang mendulounyg tujuan
dan perjuangan Partai, tetapl belum dan atau Bdak tercatat sebagal ——

angagota Partal Amanat Nasional;
‘ 5. Ketentuan tentang kader, anggota, anggota istimewa dan simpatisan——
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2, ayat {3), dan ayat (4)-----

dlatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

BAB VI S—
~~a—ETIKA POLITIK, PENGHARGAAN, LARANGAN, SANKSL
DAN REHASILITASI

-—Pasal 11

Etlka Polltfk

Etika pofidk adalah panduan nllai-nilal moral yang dilandasi oleh asas, sifat, -

\ .



———
identitas, dan fungsi Partai yang menjadi acuan pola pikir, sikap, dan tingkah

iaky kader, anggote, dan simpatisan Partal Amanat Naslonal:

Pasal 12 - -

~————Fenghargaan, Larangan, Sankst, dan Rehabilitas

L. Penghargaan adalah penghormatan Partai terhadap kader, anggota, dan -

' simpatisan yang berjasa terhadap Partai;
I 2. Larangan adalah ucapan, sikap, tindakan, yang dapat merugikan nama —
l' bafk dan kepentingan Parizi:
! 3. Sanksl adalah tindakan yang diputuskan oleh Partai terhadap anggota -——

rRUpun pengurus Partal yang metakukan tindak pidana kejahatan
dan/atau melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, Anggaran—

Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai;

l

| 4. Rehabilltasi adalah pemulinan nama balk, harkat, martabat, dan hak----——

’ anggota dan atau pengurus:

J 5. Ketentuan tentang pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Rehabiitas! ——-
Sebagaimana Gimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayet (3), dan ayat (4) —
diatur lebirelanjut dalam Anggaran Rumah Tangga,

- ---BAB VII

PENGORGANISASIAN

Pasal 13

Struktur Wilayah Kerja -
1, Struktur wilayah kerfa Partai Amanal Nasionai terdir atas ¢

a, Dewan Pimpinan Pusat {DPP} di tingkat Nasional;
b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dl tingkal Provinsi; —-
c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dl tingkat Kabupaten Kota; - ——eewec—

d. Dewan Pimpinan Cabang (DRC) di tingkat Kecamatan atau nama laln —

S s.




| yang setingkat; -

] e. Dewan Pimpinan Ranting (DPR) di tingkat Kelurahan/Desa/nagar| dan -

‘ atau nama lain yang setingkat; —- e mmmaneican s
' f. Kepengurusan Rayon dan Subrayon di bawah tingkat Kelurahan Desa —
danfatau ksiompok perkumpulan massa yang tdak terikat oieh daerah —

beritorial; —_—
l g. Perwakilan Luar Neger (PLN} dl luar negeri dengar ruang lingKup -~--—--

teritarial di tingkat negara;
! 2. Kebentuan tentang Struktur Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada —

ayat (1) diatar lebih lanjut dalarn Anggaran Rumah Tangga.
' . Pasal 14

Struktur Kepemimptran Partal

I L. Struktur kepemimpitin Partai terdin atas :

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah kesatuan dan kepermimpinan —--—

organisasl Partal di ingkat nasionai;

I k. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah kesatuan dan kepemimpinan —
organisasi Partai ditingkat provinst;
i ¢. Dewan Pimplnan Daerah {DPD) adalah kesaluan dan kepentimpltan —

organisasi Partal ol tingkat Kabupaten/Kota;
| d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah kesztuan dan kepemimplnan—-

organisasi Partai di tingkat Kecamatan atau nama lain yang

setingkat:
‘ e. Dewan Pimpinan Ranting (DPRL) adalah kesatuan tdan kepemimpinan —

arganisasi Parai df tingkat Kelurahan/Desa Nagar ttanfatau nama latn-

yang setingkat;
| f. Rayon dan Subrayon adalah organisasi yang dibentuk di bawah tingkat --

-10-



m;ahanmaa;

' g. Perwakilan Luar Negeri (PLN) adalah kesatuan dan kepemimpinan-——-—
l prgarisasi Partal di fuar Negeri dengan Wilayah kerja di tingkat Negars. -
I 2. Struktur kepemimpinan Partai akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran —-

: Rumah Tangga; -—--
8AB VIII

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal 15 -

Struktur Permusyawaratan -

1. Struktur Permusyawaratan Partai terdin atas: —
a. Kongres adalah institusi pengambilan keputusan tertinggl datam Partal-
yang berwenang untuk:

1) Mengubah dan menetapkan Anggaran Basar dan Anggaran Rumah -

Tangga:
2) Merumuskan dan menetapkan Platfarm Paitai;
3) Menetapkan Gatls Besar Program Keija Partal;
4) Mempahas dan menilal laporan pertanggungjawaban Dewan —-——-

Pimpinan Pusat;
5} Merumuskan Rekomendasi Partai;

6) Memliih dan menetapkan ketua Umum/ketua formatur dan anggota-

Formatur Dewan Pimpiman Pusal;
7} Memillh dan mene@pkan Ketua Majelis Penasihiat Partal di tingkat—~

Puzat;

8) Memilih dan menetapkan Ketua Mahkamah Partsi;
b, Musyawarah Wilayah (Muswil) adalah institusi pengambil keputusan —
[i@‘nggl di Provinsi yang bertugas urtuk :

-1 -




[ 1) Menjaharkan hasii kongres dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat ---

2) Menetapkan program Partai di Provinsi;

3) Membatras dan menifai Laporan Perianggungiawaban Dewan

( Pimpinan Whigyah;

l 4) Memiiih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggotd ==

l fonmatur Dewan Pimpinan Witayzh: . . .
5) Memillh dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah;----

¢. Musyawarah Daerah (Musda) adalah Institusi pengambil keputusan --——-

tertingol ditingkat Kabupaten/Kota vang bertugas untuk !
1) Merdabarkan hasil kangres dan kebijakan Dewan Fimpinan Pusat; —

2) Manetapkan program Partai di Kabupater/Kota;

3) Membahas dan menllal Laporan Pertanggungjawaban Dewarn -

Pimpinan Daerah;
I 4) Memiilh dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggots formatu

Dewan Pimpinan Daerah;
| 5) Memilin dan menetapkan Ketua Majells Panasthat Partai Daerah; -——
d. Musyawarah Cabang (Muscah) adafah institus! pengambi| keputusan -—

tertinggl di Kecamatan yang bertugas untuk:

1) Menjabarkan hasil Kongres dan kebfjakan Dewan Pimplnan Pusat; -—

2) Menetapkan program Partal di Kecamatan;

3) Membahas den menilal Laporan Pertanggung lawaban Dewan,

Plmpinan Cabang;
, 4) Mamiith dan menatapkan ketuafietua formatur dan angoota —-——

Formatur Dewan Pimpinan Cabang;

3) Memiith dan menetapkan Ketua Majells Fenasinat Partal Cabang; —
]Wrah Ranting (Musran) adalah institusi pangambil keputsan——
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_.--"-"'-—.-
tertinggl dltin_gkat Kelurahan/Desa yang betugas untuk: ~—-—--seeeeeeeas

1) Menjabarkan hasii kongres dan kebljakan Dewan Pimpinan Pusat; «---
2) Meretapkan progrem pantai di Kelurshan Desa, —e-erem—— o mm e e
3) Membahas dan menilal Laparan Pertanggungiawaban Dewan ——----

Pimpinar;

4) Memlilih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggota formatur

Dewan Pimpinan Ranting; —

5) Memllih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partal Ranting; —--

. Ketentuan tentang Struktur Permusyawaratan sebagaimana dimaksud pads

avat (1} diatur lebih lanfut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pas2| t6

Perrmusyawaratan Luar Biasa

. Dalarn hal diperiukan penggantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, --

Ketua Dewan Pimpinan Wiiayah, Ketua Perwakilan Luar Negeri, Ketua —--
Cewan Pimpinan Daerah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Ketug--——
Dewan Pimpiiian Ranting difakukan mefalul Kongres Luar Blasa,—————
Musyawargh Wilayah Luar Blasa, Musyawarzh Perwakllan Luar Negeri ——

| Luar Biasa, Musyawarah Daerah Loar Biasa, Musyawarah Cabang Luar—

Bl2sa dan Musyawarah Ranting Luar Blasa:

. Ketentuarn tentang Permusyawaratan Luar Biasa sebagaimana dimaksud —

pads ayat (1) diatur leblh lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ———=u-
Pasal 17

|

Rapat

. Rapat Kerja adalah jenis rapat Partal yang kedudukannya satu tingat df —

bawah permusyawaratan yang diiaksanakan minimal satu tahun sekali> —

]iat Paripurna adalah jenis rapat Partal yang kedudukannya satu tingkat

-§3 -



S Pdl’h;wah Rapat Kerja yang dilaksanakan minimal enam bulan sekall: ——
3. Rapat Pleno adalah jenis rapat Partal yang kedudukannya satu tingkat di -
bawah Rapat Paripuma yang dilaksanakan minimal tiga bulan sekali; —--
’ 4 Rapat Harian adalah jenis rapat Partal vang kedudukannya satu tingkat di -
bawah Rapat Plent yang dilaksanakan minirnal satw bulan sedatl; -—-—-

| 5. Rapat Pimpinan adalah jenis rapat konsofidas! Partal yang bersifat
koordinatif dari atau konsolidasi, dilakukan berdasarkan kebutuhan dan —

dapat diadakan sewaktu-waktu;

6. Rapat Koordinasi adatah Jenis rapat konsolidasi struktural Partal yang-——
Bersifat koordinatif dilskukan berdasarkan kebutulan dan dapat diadakan

| sewaktu-walktu;
7. Rapat Konsul tasl adzlah jenis rapat konsolidast struktural Partai yang —
Dersifat konsultatif ditakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat diadakan

sewakiu-waktu;
’ B. Rapat Teknis adalat jenis rapat konsoildasi struktural dan atau fungslonal
Partai yang bersifat teknis pada bidang tertecty, dilakukan berdasaikan -

{ kebutuhan dan dapat diadakan sewaktu-waktu:
9. Ketentuan tentang Rapat-Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), {2),
(3). {4), (5), (6), (7}, dan ayat (8) diatur lebih lanjut dalam Anggaran ~-—--

Rumah Tangga; —_

BAR IX -

KEPENGLURUSAN
Pasal 18

—Sifat Kepengurusan

1. Kepengurusan Partal bersifat kolekdif kolegial;

2. Syarat, kewajiban, larangan, masa bakti, dan proses pengesahan Pengurus |
\H‘-.. .-




”d;;:lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
Fasal 19

Dewan Pimpinan

1. Dewan Pimpinan Partai terdirj atas unsur Pimpinan Partal dan lembaga-—-

[ Partal.

] 2. Unsur Pimpinan adalah : ——
I a. Pengurus harian dan Ketua departernen di tngkat Dewan Pimpinan-—

Fusat; e o e e e

‘ b. Pengurus harian dan Ketua biro di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan

Pimpinan Perwakilan Luar Neger;
' c. Pengurus harian dan Ketua baglan di tingkat Dewan Pimginan Daerah; -
d. Pengurus harian dan Ketua seks| dl tingkat Dewan Pimpinan Cabang -

dan;
[ E. Pengurus harfan dan Ketua: unit di tingkat Dewan Pimplnan Ranting——
yang remiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam——-o-—-—
pengelolaah Partai;

- 3. Lembaga Partai adatah unit kerda yang memiliki tugas dan fungsl tertentu

‘ untuk membanty Pimpinan dalam mengelola Partai;
] 4. Dalam pengelolaan Partai, Dewan Pimpinan Partal dapat membentuk—-

‘ panitia kerja atau komite aksi dalam kegiztan tertenty; -

Pasal 20

Fungs! Dewan Pimpinan
1. Menjalankan Program Kerfa Partail yang diputuskan Kongres; ———————

2. Melzkukan relqutmen anggota dan perkaderan;

3. Meiakukan reknutmen kepemnimpinan Nasional dan Daerah di lembaga -——

| eksekutlf dan legislatif;

T



*'["'4. Menjatankan organisasi, manajemen administrasi Partal secara efektif, ——

I
| demokratis, partisipalil, kolektif dan bertanggungjawab;

I

. 5. Melakukan kaordinasi, integrasl, dan sinkronisas: program kerja dalam -

1 permeardngan permilu;
I &. Menjalankan fungs! advokask pemikiran dan akiualisast pengabdian dalaim

, bidang sosial budaya masyarakat, ekonaml dan hukum; -
, 7. Ketentuan tentang Fungsi Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat--
(1), ayat (2} ayal {3), ayat (4), dan ayat {5) dlatur lebih l2njut daiam—-

Anggaran Rumah Tanoga;
|

— Pasat 21

’ Kewenangan Dewan Pimpinan
1. Dewar Pimpinan Partl berwenang menetapkan kebijakan dan melakukan

tindakan sesual keputusan Partai yang ditetapkan dalam

permusyawaratan dan rapat-rapat;
l 2. Ketentuan tentang kewenangan Dewan Pimpinan Partal sebagaimana ——
Dirnaksxd pada ayat (1) dilatur leblh lanjut dalam Anggaran Rumah ———

Tangga;y

RBAB X

----——-BADAN PARTAI, LEMBAGA PARTAL DAN ORGANISAST OTONOM--emsas

-—--Pasa) 22

-Badan Partai

1. Badan Partal adalah badan yang dibentuk oleh Bewan Pimpinan Partai ——
berada di dalam sbruldur intemal Partal;

2. Dewan Pimpinan Partal wajib membentuk Badan untuk melaksanakan -

tugas dan fungsi bidang irtenty; ——-—

3. Ketentuan tentang badan Partai sebagafmana dimaksud pada ayat (1) —
e

- -



FI;; lebih lanjut daiam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 23

Lembaga Partai

1. Ltembage Partal merupakan insbitusi yang mempunyal kedudukan mandiri,
I berhak mengatur dan mengsiola sendlri kerfa iembage;

2. Dewan Pimpinan Partal wafib membentuk lembaga untuk metaksanakan —
\ tugas dan Fungsl dalem bidang tertentu;

3. Ketentuan tentang lembaga Partat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)--

| diatur kebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 24

Qrgamnisasi Otonom

1. Ormjanisasl Otonom adalah arganisas yang dibentuk oleh masyarakat———

sesual dengan karakteristik jerds keglatan masing-masing dan menyatakan
dirinya bergabung ke Partal Amanat Nasional;

2. Ketentuan tentang Organisast Otonom sebagaimana dimalesud pada ayat -

(1) diatur tebil lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga:

3 BAB X1

MAIELIS PENASIHAT PARTAL

Pasal 25

Tugas dan wewenang Majelis Penasihat

1. Tugas dan Wewenang Majelis Penasihat Partai adalah ;

a. Memberikan nasthat kepada dewan pimpinan o setiap jenjang
kepengurusart;

b. Membazntu dewan pimpinan menyelesaikan masalah internal dan ————
eksternal Partal;

iC. Mengawasi dan memberikan penilaian atas pelaksanaan kinerja Partal; -

T
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d. Merminta Laporan Keuangan Déwan Plmplnan;

e. Mengundang Dewan Pimpinan  untuk mengadakan rapat;

2. Ketentuan tentang Majells Penasthat Partai (MPP) sebageimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebit lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; -——

1 BAB XIT

- — MAHKAMAH PARTAIL

Pasat 26 ms

1. Mahkamah Partai acdalah Majells yang berada di tingkat Dewan Pimpinan -

Pusat dan berwenang menyelesaikan masalah dalam Partai;
2. Ketua Mahkamah Partai dipilih dan ditetapkan ofeh Kongres;
3. Keteniuan tentang Mahkamah Partai sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan pada ayat (2} diatur lebth farjut dalam Anggaran Rumah Tangga.——

BAB XI1I

- FRAKSI — .

- Pasal 27

1. Frakst Partal Amanat Nasional disingkat FPAN adalah sarapa perjuangan --
Partal yang menjaiankan kebijakan Partai dilembaga legisiatif;

2. Ketentuan tentang Fraksi sebagalmana dimaksud ayat (1) diatur lebih--—

lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

——————PENEMPATAN KADER D1 KEPENGURLUSAN, LEMBAGA~—————-—-

LEGISLATIF, DAN EKSEKUTIF

Pasal 28 —_
Setiap kader, anggota, dan simpatisan memiiiki kesempatan yang sama untul
menjad: pengurus Partai, anggota leglslatif dan eksekutlf sesuai dengan-----

peraturan perundang-undangan dan peraturan Partai yang berlaku, ———-—

\\ -1B-



Pasal 29

-—---—-Penempaton Kader di Kepengurusan

1.

Penempatan kader di kepengurusan harus memenuhi persyaratan sebagal-

pengurus;

. Ketentuan tentang penempatan kader di kepengurusan Partal—eees-a—

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur leblh lanjut dalam Anggaran-

Rumah Tangga.

Pasal 30

' anggaran Rumah Tangga.

Penempalan Kader di Lembaga Leglslatif

- Penempatan kader dalam daftar calon tetap anggota legislatif ditakukan —

secara obyeldif, transparan dan diputuskan melalul Rapat Pleno Partal,--—

dengan keterwakllan perempuan; —

. Kader yang menjadi anggota leglsiatif terplih adalah yang memperoleh —

suara terbanyak dalam setfap tingkstan berdasarkan perundang-undangar

yang berfaku yang peiaksanaannya diatur dalam Peraturan Partai.

. Ketentuan tehl?éng penempatan kader <l lamiaga legislatil sebagaimana—

dimaksud gada ayat (1) dan pada avat (2) diatur isbih lanjut dalam———

Pasal 31

l 2‘

. Penempatan kader, anggota, dan simpatisan di lembaga eksekutif

Penempatan kader di Lembaga Eksekutf:

diizktlan secara obyekilf, transparan, dan diputuskan melalui rapat Fleno

Partai;
Ketentuan tentang penempatan iader di lembaga eksekutif sebagaimana-
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah—--——-

Tangga.
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S weeeBAR XV S—

- KELANGAN -

Pasal 32 --—-----

. Sumber keuangan Partal berasal dan :

Sumber Keuangan

a. luran anggota; —~

b. Sumbangan sah menurut hukum;
¢. Bantuan keuangan darl APBN dan APBD; =

d. Sumber-sumber tain yang halal dan tidak mengikat;

. Ketentuan tentang keueingan Partai sehagaimana dimeaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; -

Pasal 33

b T W —— N -

-Tata Kelola Keuangan

. Keuangan Parial dlkelola secara transparan dan akuntabel, serta ------vmers

dipertanggungjawabkan sesual peraturan perundang-undangan yang —--

berlaky;

. Keuvangan Partzal disusun dalam suahy Rancangan Anggaran Pendapatan --

dan Belanfa Partal (RAPBP);

. Pendapatan keuangan dewan pimpinan Partal wajlb dimasukan dan dicatat

dalam rekening resmi dewan pimpinan Partal; - —

. Pengelolaan Kevangan Dewan Pimpinan Partai disudit ofeh akurtan publik

setian 1 (satiy} abun dan divmumikan secara periodik melalui Pejabat ——

Pengelole Informasi dan Dolumertasi {PPID) Partai Amanat Nasional; —

. Xetentuan tentang tatz Kelola Kewangan Partal sebzgaimana dimaksud —

pada ayat (1), (2), dan {3} dlatur lebih [Bnjut datam Anggaran Rumah----—

Tangga.

-

-
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-—BAB XV1

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN

-——-ANGGARAN RUMAH TANGGA

-—Pasal 34
Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rurmah Tangga Ini untuk pertama

kalinya disahkan dalam rapat formatur pada tangga! 23-08-1998 (duapuiuh -

Hga Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan),

BAB XVIL

- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ~—-

Pasal 35

1. Parubahan Anggaran Dasar hanya dapat dllakukan oleh Kongres;

2. Perubahan pertama Anggaran Dasar inl dilakukan pada Kongres PAN —-—

sertama di Yogyakarta tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan 13-02-2000--

(tigebelas Februari duaribu),
3. Perubahan kedua Anggaran Dasar inl dilakukan pada Kongres PAN kedua

di Semarang-tanqgaal 7 {tujuh) sampai dengan 10-04-2005 (sepuluh Aprll -

duaribu grna). -—
} 4. Parubahan ketiga Anggaran Dasar inl dllakukan pada Kongres PAN ketiga-

di Batam tanggat B (delapan) sampat dehgan 10-01-2010 (sepuiuh Januar

duaribu sepuluh).
l 5. Perubahan kesmpat Anggaran Basar inl ditakukan pada Kongres PAN——

Keempat di Nusa Dua, Ball tanggal 28 {duaputuh delapan) Februarl ---—--~

sampal dengan 02-03-2015 {dua Maret duanbu limabelas); -
| 6. Perubahan kelima Anggaran Dasar Ini diakukan pada Kongres PAN —eeme

Kelima ¢ Kota Kendari, Sulawes| Tenggara tanggal 10 (sepuiuh) sampai--

Jﬂn- 12-02-2020 {duabelas Februar! duaribu duapuluh);
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mmﬁahan keenam Anggaran Dasar ini ddakukan pada Kongres PAN----.--
keeriam di Jakarta, tanggal 23 (duapuluh tiga) sampai dengan 24-08-2(124

(duapuluh empat Agustus duaribu duapuluh gmpat).

HAR XVIII

PEMBUBARAN PARTAL

- Pasat 36

1. Partat hanya dapat dibubarkan oleh kongres dan/atau kongres luar biasa -

yang khusus dladakan untuk i ——------ —
2. Kongres dan atau Kongres luar biasa tersebut.di atas dinyatakan sah, -
apabily dibadir oleh 3 (tiga perempat) dar Hewan Pimplnan Wilayah dan
% (tiga perempat} dari Dewan Pimpinan Daerah dan disetujui cleh ¥--—

(tiga perempal) sugra yang hadi;
‘ 3. Apabila terjadt pembubaran Partal, maka pemanfaatan selurub barta ——-

benda millk Partai diputuskan datam kongres tersebut;
] 4. Ketentuan mengenal tata cara penyelenggaraan kongres sebagaimana —
dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, dan ayat {3) diatur lebih lanjut dalam —

Anggsran Rumah Tangga.
BAB XTX -
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan satu-—

kesatuan yang tidak dapat diplsahkan satu sama lain;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar inl akan diatur dalam -—

Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai;

3. Ketentuan-kebesttuan lain yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar dan
Jﬂamn Rumah Tangga akan distur (eblh lanjut oleh Dewan Pimplnan— |

_H_



m;t Partai Amanat Naslonal sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran

o Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
| 4. Peraturan Partai masih berlaku sapanjang belum dicabut oleh Rapat Kerja

l Nasiaral,

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAT AMANAT NASTONAL

KONGRES VI PAN DI JAKARTA -

BAB 1

. -LAMBANG DAN LAGU

Pasal 1

| 1. Filosof lambang:
Matahari putih bersinar cerah dilatarbelakangi bujur sangiar wama bing —
dengan tullsan PAN dibawahnya, merupakan simholisast bahwa Partal~—--

Amanat Nasional membawa sustu pencerahan baru menuju masa depan -

indonesla yang lebih balk;

2. Makna Lambang: — -

Gambar Matatart yang bersinar terang: matahari merupakan sumber-——
cahaya, sumber kehidupan, Warna putih adalah eksprest dan kebenaran, -
keadilan, dan semangat baru, Sinar terang yang memancar adalah refleks!

dar] kemajemukan.

3. Gambar berbentuk matahari wama putih gengan pancaran sinar berjumiah
32 (tigapuiuh dug) buah. Ukuran panjang setiap sinar sama dengan garis

tengah lingkaran matahari.

4. Ketantuan tentang Lambang Partai sebagemana dimaisud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat {3) diatur lelih {anjut dalam peraturan Partal, -

Pasal 2

Lagu Partzi

-23.



—
1 Lagu Partai Amanat Nasional terdiri atas Mars dan Himne;

2. Mars dan Himne harus dinyanyikan dalam rapot-rapat resml Partai; ——-

3. Ketentuan tentang Lagu Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan-

ayat (2} diatur lebih ianjut dalam Peraturen Partai. - -
- BAB 11

e KADER, ANGGOTA, ANGGOTA ISTIMEWA, DAN SIMPATISAN ~mn

Pasal 3

Kaderisasi

1. Jenjang dan jenis kaderisasi terdiri atas perkaderan formal dan nonformal;

| 2. Jenjang kaderisasi format terdiri atas:

a. Kader Dasar adafah anggota yang telah lulus menglkuti Latihan Kader—

Amanat Dasar (LKAD);

b. Kader Madya ada|ah anggota yang telah lulus menglkut! Latihan Kader-

Amanat Madya (LKAM);
¢. Kader Utama adaish anggota vang telah tulus mengikut! Lathan Kader-

Amanat Utama (LKALU); -
3. Dewan Pimpinan Pusat melaksanakan Latihan Kader Amanat Utama

(LKAU), Dewan Pimpinan Wilayah melaksanakan Latihan Kader Amanat—
Madya {LKAM), dan Dewan Pimpinan Dgerah melaksanakan Latihan Kader

Amanat Dasar {LKAD);
4. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Deian Pimpinan—
Daerah harus melaksanakan perkaderan formal sekurang-kurangya satu -

kall dalam satu tahun;
3. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan --

Daerah dapat melaksanakan perkaderan nonformal sekurang-kurangya —
| satu kall dalam samtahun untuk meningkatkan pengetshuan, —-- ~—-——

-2l



mengembangkan kapasitas, dan keterampllan anggola sesuai dengar jen

kegiatan tertentu; —
&. Ketentuan tentang kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), —
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut datam ———

Peraturan Partal.

- -~¥asal 4

Penerimaan Anggots

Ketentuan pererimazn anggota Partal Amanat Nasional adalah sebagal--—

bertkut : - - -

1. Penerimaan anggota bersifat terbuka bisgi selunuh warga Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang tafah dewasa, berfiwa reformis, menyetujul dan-
mendukung Platform Partai, Garis Parfuangan Partal, Anggaran Dasar dan

' Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai;
2. Calon anggota mengajukan permohonan secara tertulls kepada Dewan-—

Pimpinan Partal sesual dengan domisili yang bersangkutan;
| 3. Dalam hal khtisus, Dewan Pimpinan Pusat dapat menolak permintzan —

seseorang menjad! anggoia;
4. Bagi seseorang vang tefah disehujui menjad anggota Partal Amanat
Nasional akan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA);

‘ 3. Ketentuan tentang penerimaan anggota sebagaimana dimaksud pada aya
(1), ayat {2), ayat (3), dan ayat {4) diatur leblh lanjut dalam Peraturan—

Partal.

Pasal 5

Syarat, Kewafjiban, dan Hak Anggota
1. Syarat anggota Partal Amanat Naslonal adalah sebagai barflag : ~——

a. Telah berumur 17 ahun dan/atau pernah menikaty;
"“-..H_\ 5.



b. Memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercaysannya; --------

c. Tidak merangkap sebagal anggota Partai politik laln.
2. Kewsjiban anggota Partal Amanal Nasigral adalah sébagal berikut; ——--

#. Menjunjung tinggi kehormatan Parta!;

. Memegang eguh dan taat padas platform, Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai;

. Membayar luran anggota; -
d. Tidak merangiap sebagal anggota crganisasi Partat politik 13in; - —~--==v--

€. Mendukung dan menyukseskan tujuan, arah perjuangan, dan program-

Partal; -

f. Mengikuti Proses Periaderan.
3. Hak anggota Partai Amanat Nasional adalah sebagal berikut:

2. Memilih dan adipilit; -

b. Menyatakan pendapat;
<. Membela diri;

¢. Mendapatkan perlindungan dan pembataan hukum dar Partai;
e. Mendapatkan kesempatan mengikuti agenda-agenda Partai sesual ———-

dengan aturan Partal.
‘ 4, Ketentuan tentang syarat, kewaliban dan hak anogata sebagalmang -——
dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat {3) diatur lebih {anjut dalam —

Peraturan Partal,

Pasal &

Anggota [stimewa

1. Calon Ahggota Istimewa diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partal kepada -

| Dewan Pimpinan Pusat Partai. ———--+eeens

QMM@B Istirmewa yaiu:
- 3.




"Ec’lak berstatus sebagal anggota Partai;---—--—--
b. Berjasa besar dalam upaya pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dal

DPRD, Pemilu Kepala Baerah Serta Pemifu Presiden dan Wakil Presiden

€. Herperan pentihg membantu Partal dalam meningkatkan kenmajuan--—

' Partai, dan

d. Berperan penting ikut mewujudkan progran-program strateqgis Partal, -
3. Penetapan Anggota Istimewa dilakukan melalul keputusan Rapat Plens —

I( Partal,

Pasal 7 -
Simpatigan —
1. Simpatisan adafah orang yang meémberikan gdukungan kepada Partal tetag

belum atau tidak rrempunyal Kartu Tznda Anggota (KTA);

4. Simpatisan dapat mengikuti kegiatan Parta) dan dapat rengambil inisiati

| dalam mengorganisasikan kegiatan yang merdukung peruangan Partai;-

3. Simpatisan dapat berhimpun dan memperjuangkan asplresinya mefalui—~--
organisast mitra yang berafifias! kepada Partal Amanat Nasional atay —~
organisasi sosial kemasyarakatan yang menyaturkan aspirasi politiknys —-
kepada Partai Amanat Nasional.

- BAB 11T

————==-PENGHARGAAN, LARANGAN, SANKSI, DAN REHABILITAS] —+r e
e Pasal 8

Penighargaan
Partai dapat memberikan penghargaan kepada kader, anggots, dan
simpatisan atas prestast yang mendukung perjuangan Partai dan atau berjase
luar blasa kepada Negara dan bangsa Indonesia,

Pasal 9

-7T-
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-

—-~=--——Prinsip, Bentuk, dan Mekarisme Pemberian Penghargaan

1. Pemberian penghargazgn dilekukan melalui proses yang terbuka, jujur dan

‘ Adil; e ————— e
‘ 2. Bentuk perghargaan dapst berups anugerah (eward), hadiah, promosi dar
penempatan kader di jabatan pollttk dan/atau bentuk lain yang ditetapkar

Partai;
’ 3. Pemnberian penghargaan diawaii dari pentaian melalui beberapa tahapan -
seleksl, sejak pembuatan pedoman hingga pemberian penghargaan yang-

mekanisme seleksinya adalah sebagai berikut -
a. Dalam pedoman seleksi ditetapkan kriterta peniiaian, tahap penilaian

dan penentuan penetima penghangaai;
b. Tahap penetapan peseria selekst diambil melaiut pendataan para caton

Penersima panghargaan;
€. Seleksi administrast yang dilakukan oleh tim bidang penghargaan ---—-

{tim nominasi} untuk mempernieh calon-calon peserta yang layak ~-—-—-

mengikuli tahapan seleksi nominasi; -
d. Tahap survei untuk melihat dan mengidentifikasl faktor-faktor strategis

yang mempenganthi penitoian: —
2, Tahap penllatan peserta yang telah disurve] kemudian disalekst untuk —

mendapatkan nominater penerima penghargaan;
f. Rapat penilaian digunakan untuk menentukan penerima penghargaan —
berdasari@n nominasi pesenta calon penerima penghargaan. Rapat ——
difakukan dengan melibatkan toloh-tokoh Paral dan para pakar yang--

memilixi kompetensi; wam

| 9. Pengukuhan penerima penghargaan ditetapkan dalam rapat penilaian—
@ﬂﬂ(ﬂn masukan darl para pakar yang diundang khusus untuk itu;



o ————

h. Pemberian penghargaan ditetapkan dalam keputusan Partal, ————.
4. Ketentuin tentang Prinsip, Bentuk dan Mekanisme Pemberian-—-———e.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ayat (2), dan ayat (3)

diatur lebity lanjut dalam Peraturan Partai. --—---

Pasal 10
Larangan Anggoia Partal

Anggots Partai dilarang :

a. Menjad] anggota organisasi politik lainnya;
b. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan popularitas dan —

-

elektabilitas Partaf;

€. Mefakukan keglatan yang dapat mencemarian nama baik Partai;
d, Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai;

¢. Membocorkan rahasia Partal;
f, Menerima atau member! Lang atau materi lainnya dari orang atau badan--
hukum darl dalam maupun Juar Partai untuk keperitingan pribadi yang -——

dapat merugikan nama baik Partal;
g. Melakukan dan atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan-

mengatasnamakan Partal; dan
h. Melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran---
Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partal, Platform, Garis Perfuangan

Pari dan Peraturar-Peraturan Partai;

Pasal 11 -

Sanksi

1. Partal Menjatuhkan sanks! organisasi kepada anggota dan atau penguris-

apabila : —
a. Tidak melaksanakan kewajiban terhadap Paral ;

.M.




——
l b. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 ----

{lima) ahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang tetab-~--

mempunyai kekusitan hizkum tetap; “e

€. Mefakukan perbuatan tercela dan tidak terpufi yang dapat merusak citra

| dan nama balk Partai;
' d. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangoa dan atay ——

] peraturan Partai. -
) 2. Bagi pengurus dan anggata Partai yang sedang dalam status tersangka ---
atav terdakwa, diusahakan adanya pembelaan, advokasi d2n bantuan-—-

hukum dari Partai;
‘ 3. Bagl pengurus Partal yang berstatus erdakwa diberhantican sementara-—
atas usulan Rapat Harian Dewan Pmpinan Partzal sesual dengan ———-—-

tingkatannya masing-masing;
’ 4. Pemberhentian sementara sebagaimana pada aiat (3) pada tingkat Dewan
Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah harus menyampaikan —-

tembusan kemadza Dewan Plmpinan Pusat;
5. Pengurus yang bersangkutan tidak dapat menfadi pengurus Partal,-—-—-

sebagaimana dimaksyd pada ayat {4) kecuali ada Surat Perintah
Fenghentian Penyldikan Penuntatan (SF3) dan atau berdasarkan putusan-
Pengadiilan yang mempunyal kekuatan hukam tetap yang menyatakan —-

hahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. s

Pasal 12
—-———"prinsip, Bentuk, dan Mekanisme Pemberian Sarlsi

1. Pemberian sanksi dilakukan metalul proses yang terbuka, jujur dan adit; -

2. Bentuk sanksi organisas! dapat berupa peringatan tertulls, pemberhientian

Lge;leentara, dsn pemberhentian tetap darl keanggotaan;

S



m;kanisrna pemberian sanks! sebagai berfkut:
a. Peringatan tertulis;

1) Peringatan tertulis diberian kepada anggotz yang melakukan ——-

‘ Pelanggaran; -
| 2} Peringatan tertulfs kepada anggota diberikan gieh Dewan Pimpinan—-
Partai di setiap fenjang dangan tata urutan, peringatan perema ——
tertujuan untuk pencegahan pengulangan kesalahah; peringatan----
kedua bertujuan untuk kepatuhan, peringatan ketiga untuk syarat —

penganaan sanksl, di mena setiap surat peringatan tersebut ———

ditembuskan kepada Dewan Binpinan Partal satu tingkat dl
atasnya, kecuali yang di keltarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat——

anpa embusan;
‘ 3) Peringatan teitidis kepada pengurus diberikan oleh Bewan Pimpinan

Partal di fenjang kepengurusan yang bersangkutan;

, b. Pemberhentian sementara:
1) Usuian pemberhentian sementara pevigurus, diajukan oleh Dewan —
l Pimpinan Partai setempat berdasarkan putusan Rapat Pleno; --———
2) Pemberhentian sementara dilaiukan oleb Dewan Pimpinan Partal —

s3tu tingkat di atasnya melalut Rapat Pleno;

3} Mekanisme pemberhentian sementara bagl pengurus Dewart

Pimplnan Pusat dilakukan melalyl Rapat Pleno Dewan Bimpinan ~—-—--

Pusat. - -
. Pemberhentian tetap:
1) Usulan pemberhentian tetap anggota dllakukan oleh Dewan

Pimpinan Partal setempat setelah melaiui mekanisme pasal 9 ayat —

{3) dan dipitiuskan mejaiul Rapat Pleno;

-3



2} Pemberhentian tetap pengurus Partal ditetapkan oieh Dewarn --—--
| Pimpinan Partai dua tingkat di atasnya setelah mendapat ———--—-—-
rekomendasi dari Dewan Plimpinan Partai satu tingkat di atasnya.

4. Keterrtugn lebih lanjut mengenai pelaksanaan peringatan tertulis,
I Pemberhentian sementara dan pemberhentizn tetap sebagaimarna ~eeee-
dimaksud pada ayat {1), ayat (2}, dan ayat (3) diatur lebih lanjut----——o--

dalam Peraturan Parai. . ———

S— Pasal 13 -—-—----—.

] -—Mekanisme Pembelaan diri

1. Pembelaan diri dapat dilakukan oleh anggota dan atay pengurus yang -—

| dikenai sanksi organisasi melaiut Mahkamah Partai;
l 2. Mekanisme pembelaan dirl sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur -

lebin 1anjut dalam Peraturan Partai.

! Pasal 14

Rehabilltasi—
1. Rehabilitas! adalah tindakan pemulihan nama baik dan hak anggota dan-

aBu pengunis yang dilakukan setelah :
a. Yang bersangkutan dinyatakan Hdak hersalah oleh pengadilan;-
b. ¥ang bersangkutan mengajukan parmohonan keanggotaan setidaknya

' telzh selesal menjalani hukuman minimal 2 {dua) lahun; ————erreraes

C. Yang bersangkutan mengajukan pemmbelaan diri yang dapat diterima—

oleh Dewan Pimpinan Pusat;
d. Mahkamah Partai mengabulkan surat tinjauan ulang atas perkara yang

bersangkutan;

2, Bagl anggota Partai yang berstatus tersangks atau terdakwa atau
| terpidana, dengan adanys Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan —
H-‘_‘_‘_\‘
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_____,_,_,,_.-—-
Pepuntutan (SP3) dan atou berdasarkan putusan pengadilan dengan-—

putusan yang mempunyal kekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa —-
yang bersangkutan dinyatakan tidak bersaiah dan/atau dinyatakan -—-—
perbuatannya tidak merupakan tindzk pidana, dilakvkan rehabilitas! eleh
Dewan Pimpinan Pusat Partai paling lambat 15 {limabelas) harl setzlgh —

permohonan refabilitasl diajukan oleh yang bersangkutan, Dewan-—--—-—

Pimpinan Wilayah, atau Dewan Pimpinan Daerah Setempat, -~ —-

—-- Pasal 1%

Pemberhentian Anggota —-

: -

Anggota berhenti karena :

1. Meringgal dunia;

2. Alas permintaan sendirl;
3. Diberhentikan temp berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pirspinan Pusat

karena sanks| Patal.

-SAB IV

Pasal 16

Tata Kerja Pengorganisasian Partai
1. Tata kerfa pengorganisasian Partai dimaksudkan untuk mengatus ——--—

mekanisme pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab terhadap

kerfa-kerja Partal secara struktural dan funigsional;
2.Tata kerfa pengorganisasian Partai bartujuan untuk membangun sinergi-
kerja secara strukturai dan fungsional melaks koordinasi, Integrasi dan —
sinkronisas] dalam perencanaan, pengorganisasian dan pefaksanaan ——
- - I lugas, keglatan, dan program guna mencapal tujuan Par! berdasarkan

- Liu'prmslp kolektifitas, kesinambungan, keterpaduan, dan kemanfaatan; —

" -‘F\\ 35




, 3. Dewan Pimpinan Partai secara struktural wajib melakukan moritaring —
dan evaluas| kinerJa terhadap pelaksanaan tugas, kegiatan, dan———-

program-program Pantai minimal 1 {satu} kall datam 1 {satu) whun yang

| dilaparkan dafam rapat kerja Pariai disetiap tingkatan;
4. Ketentuan tentang tata kerja bengorganisasian Partai sehagaimana —--
dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, dan ayat (3) diatur lelih lanjut dalam-

Pergturan Partal.
;
' - -Pasal 17 ~

Devean Pimplnan Pusat -

1 1. Dewan Fimpinan Pusat adalah plimplnan eksekutif tertinggl dalam

‘ memimpin Partal untuk masa fahatan lima tahun;
, 2. Dewan Pimpinan Pusat berfungs! melaisanakan kerja-kerja Parta terkait -
agregasi, artkilasi, asplrasl, kohsolidasi, koordinasl dan optimalisasi-—e----
kegiztan Partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkarn-

aspiras rakyat; -

[ 3. Dewan Pimpinan Pusat memiliki tugas, wewerang dan tanggung jawab —

untuk : -

a. Menentulan keblfakan Partal sesual dengan Anggaran Dasar dan ——
Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Kongres, keputusan Rapat Kerja-
Nastanal, dan keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai; ———
[ b. Melakukan kensolidasi organisas! secara struiktual mulal dari Dewan ——
Pimpinan Wilayah, Dewan Fimpinan Ranting, dan Pimpinan Perwakilan

Luar Negert;
| . Mengesahkan susunan pangurus Dewan Pimpinan Wilayah, Dewaty ~——

Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Perwakllan Luar Neger sesual hasil -~

._keputusan Musyawarah; -an
‘-""--.‘
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["d.-Memba_talkan, meduruskan, dan memperbaiki kaputusan yang diambil -
oieh Dewan Pimginan Wilayah, Dewan Pimplaan Daerah dan Pimpinan
Perwakilan Luar Neger yang bertentangan dengan Anggaran Dasar da

Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kangres, keputusan Rapat Kerja -

Nasional, dan keputusan Partai lalnnys sesuai Peraturan Partai;
! 2. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di -
J tinglat Dewan Pimpinan Pusat melalul penambahan atau pengurangan

’ unit-unit kerja sesual kebutizhan Partai;
| f. Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Witayah, Ketug ---
| Dewan Pimpiran Daerah, dan Pi?npirran—plmpinan Partal di tingkat -

tersetit;
| g. Melaksanalan kewenangan lainnya yang diberkan oleh Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah tangga, Ketetapan kongres, keputusan Rapat —-

kerja Nasional, dan keputusan Partai ldinnya sesual Peraturan Partai. —
| . Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk lembaga Parizi, organisasi -

otonom, komite aks, dan unit kerja lainmya untuk melaksanzkan -—----

kegiatan sestal program Partai;

I. Dewan Pimpinan Pusat dapet melakukan pergantian fungsionars
pengurus Dewan Pimplian Pusat dan melakukan penyesuaian. terhiadap
strukbie pengurus lembaga Partai, organisasl otonom, komibe-komite

~ aksi dan unit-unit kerja lainnya melalul penambahan atau pengurangan
komposisi personafla;

- Menetapkan Daftar Calon Anggota Legislatif di Pemlly;

k. Menetapkan Pasancgan Calon Presiden dan Calon Wakll Gubernur, Calon

Bupati dan Calon Waki) Bupatl, Caton Walikota dan Calon Wakil

Walikot2 yang diusung Partal Amanat Nasicnal {PAN);
-15-




,'/I-.‘ Ménetapkan pimpinan DPR R1, Pimpinan MPR R, dan Pimpinar: DPRD-

I frovinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
[ m. Menetapkan Pimpinan fraksi PAN DPR RI, ketua fraksi DPRD Provingi---

[ dan DPRD Kabugaber/Kota; —-
, n. Penctapan sebagalmana point huruf 3, k, Fdan m akan diatur lebify lanfut

dalam Peraturan Partai;

‘ — Pasal 18
- Dewan Pimpinan Wilayah
[ 1. Dewan Pimpinan Wilayah adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam

‘ memimpin Partai di tingkat Provinst untuk masa jabatan lima tatun; ~——
l 2. Dewan Pimginan wilayah berfungs! melzksanakan kerje-kerfs Partal di ——
Hnglal Provinsi terkalt konsolidasi, koordinasi, dan eptimatisasi kegiatan
Partal dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirast -
rakyat;
’ 3. Dewan Pimpirian wilgyah memillki tugas, wewanang dan Enggung jawab-

untuk : —

3. Meneatukan kebifzlan Partas di tingkat Pravinsi sesuai dengan Angoarer
Dasar dan Anggaran Rumeh tangga, Ketetapan kongres an —--—----
Musyawarall Wilayah, keputusan Rapat Keria Nasional, Rapat kerja -—-

Wilayah dan Keputusan Partal [dnnya seusal Peraturan lainnya sesual—

J | Peraturan Partai; —-
b Melakukan konsotidasi organisasi secara strultual mulai dari dar Dewan
Pimpinan Oaerah, Dewsan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Rayon;

I €. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang sesual hasit -

’ keputusan Musyawarah;
d. Membatalkan, melurusken, dan memperbalki keputusan vang diambli --

-3E -



. A Dewan Pimpinan Cahang yang berlentangan dengan Anggaran -
Dasar dan Anggaran Rumah Tangoa, l:etetapén Rongres, Musyawarah -
- Daersh, Keputusan Rapat Kerfa Nasional, Rapat Kerja Daerah, serta —

Keputusan Partai lainiya sesual Peraturan Partal;
- | 8 Melakukan penyesualan Yerhadap struktur kepengurusan yang ada d! —

tingkat Dewan Pimpinan Wilayah melalui penambahan atay -—————

pengurangan unk-unit kerja sesuai kebutuhan Partai;
f. Mengangkat Pelaksana Tugas ketua Dewan Pimpinan Daerah ketika---

terjadi kekosongan Jabatan pimpinan Partal dl tingkat tersebut;
4. Meiaksanakan kmrigan-keweznangan lainnya di tingkat provinsi yane
ditvzikan oleh Anggaran Dasat dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapa
kangres dan Musyawarah Wilayah, Keputusan Rapat Kerja Nasional dan
Rapat Kerja Nasional dan Rapat kerja Nasional dan Rapat Ketja wilayah,

serta keputusan Partal lainnya sesuai Peraturan Pa:tai;
h. Dewan Pimpinan Wilayah dapat membentuk lembaga Partal, organisasi

otonom, komite aksi, dan unit kerja feinnya di dngkat wifayah urtuk—

mziaksanakan kegiatan sesuai program Partai;
i, Dewan Fimplnan wilayah dapat melakukan pergantian Funasionars -—
pengurus Dewan Pimplnan Wilayah dan melakukan penyesuaian «-—
terhadap struktur pengurus lembaga Partal, organisasl otonormn, komite
-komite aksl dan unit-unit kerja lainnya dl dngkat wilayah melalui ——---

Panambahan atau pengurangan kompesisi personaiia.

Pasal 19

Pewan Pimplinan Daerzh

1. Pewan Pimpinan Daerah adalah pimpinan elksekutit tertinggt dalam -———

\memlmpin Partal ¢l tingkat kabupaten/kota untuk masa jabetan fima ——

-1t



ﬂhun; -----------

[ 2. Dewan Fimpinan Deerah berfungsi melaksanakan kerja-kerfa Partal di—

tingkat kabupaten/kota terkalt konsofidasi, koordinasi, dan optimaiisasi —-

keglatan Partai datam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan

aspirasi rakyalt;
| 3. Dewan Pimpinan Dagrah memiilk) tugas, wewenang dan tanaggung Jawah-

untuk ;
&. Menentukan kebijakan Partai di lingkat kabupate:n/kota sesuai tiengan -
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumeh tangga, Keputusan-Ketetapan —
Kongres, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah, Keputusan -——
Rapat Keria Nasional, Rapat Kerja wilayah dan Rapat Kerja Daerah,
serta keputusan Partal lainnya sesual Peraturan Partai;

b. Melakukan konsolldasi arganisast secara struktual mulai dar darl Dewan
Plmpinan Cabang hingga Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Rayon

tdan Subrayon;
€. Mengesahican susunan pengurus Dewan Pirapinan Ranting sesual hasi-

keputisan Musyawarah;

d. Membatatkan, meluruskan, dan memperbaikl keputusan yang diambil --
oleh Dewan Pimpinan Ranting yang bertentangan dengan Anggaran—
Pasar dan Arggaran Rumah Tangga, keputusan-ketetapan Kongres, -—
Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah cabang, -
keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Nasiorial, Rapat Kefja—
Wilsyah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang, serta keputusan-----
Parti lainnya sesuai Partai lainnya sesuaf Peraturan Partal;

e, Melakukan penyesusian terhadap struktur kepengurusan yang ada di —
tngkat Dewan Pimpinan Daerah melaluf penambahan atau pengurangar
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mit-un{t kerfa sasual kebutuhan Partal;

[ f. Mengangkat Pelaksana Tugas ketua Dewan Pimpinan Ranting ketika —-
terjad) kekosongan Jabatan pimpinan Partzl di tingkat tersebut; —-—-—-

| g. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya gl tingkat —
Kabupaten/Kota yang diberiican oleh Anggaran Dasar dan Anggaran ——
Rumah Tangga, Ketetapan kongres dan Musyawarah Wiayah: dan -——
musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja-

Nasional dan Rapat kesja Naslonai dan Rapat Kerja wilayah, serta ----—

keputusan Partel lalnnya sesuai Peraturan Partal;
| h. Dawan Pimplnan Daerah dapat membentuk lembaga Partal, organisasi-
otonorm, komite akst, dan uniterfa lainnya di tingkat wilayah untik —-

melaksanakan keglatan sesual program Partal;
' i. Dewan Pimpinan Daerah dapat melakukan pergartian Fungsionaris—

pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan melakukan penyesuaian
terhadap struktur pengurus lembags Partai, organisas! otonom, komite-

komite aksf dan unit-unit kerja lalnnya di tingkat daerah melalyt

penambahan atau pengurangan komposisi kepengungsan, —-—-———-
Pasat 20

Dewan Pimpinan Cabang —

1, Dewan Pimpinan Cabang adaiah plmpinan eksekutif tertinggi dalam

memimpin Part@i di tingkat Kecamatan untuk masa jabatan lima tahum; —
| 2. Dewan Pimpinan Cabang berfungsi melaksanakan kerja-kerja Partal di ~—

 tingkat kecamatan terkalt konsolidasi, koordinasi, dan optimalisas!
kegiatan Partal dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuanglkan

aspiras] rakyat;
3. Dewan Pimpinan Cabang memllikl tugas, wewenang dan tanggung Jawab

rEi



unkuk -
@, Menentul@n kebijakan Partal di tingkat Kecamatan sesuai dengan----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, Ketetapan Kongres, —--
Musyawaridh Wilayah dan Musyawarah Daerah, Keputusan—-- -
Rapat Kerja Naslonal, Rapat Kerja wilayah ¢an Rapét Kerfa Daerah,—---

serta keputusan Partai lainnya seusal Peraturan Panal;
| b. Melakukan konsolidast organisasl secara struktual muial dari dari Dewan
Pimpinan Ranting hingga pimpinan Rayon dan Subrayon; —-—--———-

I €. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Rayon sesual hasii---

keputusan Musyawarah;
I . Membatalikan, maluruskan, dan memperbaiki keputisan yang diambil —
olert Dewan Pimginan Rayon yang bertentangan dengan Anggaran——-
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah -

]

Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah cabang dan
Musyawarah Ranting, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja -—--
Wilayah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja —
Ranting, serta kepitusan Partai lalnnya sesual Partal lainnya sesuai—

Peraturan Partzl; -
e. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada dt -
tingkat Dewan Pimpinan Cabang melaiul penambahan atau---————

pengurangan unit-unit kerja sesual kebutuhan Partal;
' f. Mengangkat Pelaksana Tugas ketua Dewan Pimpinan Ranting ketika —
[ terjadi kekosongan jabatan pimpinan Pertai di tingket tersebut; -—ea—e—
| g. Mefaksanakan kewenangan-kewenangan linnya di tingkat kecamatart -
yang: diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, —
Ketetapan kongres dan Musyawarah Wilayah dan musyawerah Daerah,

-AlF -
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|

";!;n Musyawarah Cabang, Keputusan Rapat Kerfa Nasional, Rapat Ker]
Wilayah, Rapat Kerja Daerah dan Rapat kerja Cabang, serta keputusar

Partai {ainnya sesual Peraturan Partai;
h. Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk lembaga Partatl, organisas

| otonom, komite aksl, dan unit kerja lainnva di tihgkat cabang untuk —

melaksanakan keglatan sesuai program Partal;
I. Dewan Pimpinan Cabang dapat malakukan pergantian Fungsionaris--—
pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan melakukan penyesuglan--—-------
terhadap struktur pengurus lembaga Partsi, organisas? otonom, komite-

komite aksi dan unit-Lnit kerfa lanya di tingkat cabang melalul

penambahan atau pengurangah komposkst kepengurusan,

Pasal 21

Dewan Pimpinan: Ranting

I3.

. Dewan Pimpinan Ranting adalah pimpinan eksekutif tertinggt dalam———

memimpin Partal d Ungkat Kelurahan/desa untuk masa jabatan fima —---

tahun; -

. Dewan Pimpinan Ranting berfungsi melaksanakan kerja-kerfa Partai di -—-

tingkat Kelurahan/desa terkakt konsolldasi, koordinasi, dan optimalisasi-—

kegiatan Partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan

aspirasi rakyat; -—
Bewan Pimpinan Ranting memlilld tugas, wewenang dan tanggung jawab

uruk :
a. Menentukan kebliakan Partai di tingkat desa/kelurahan sesual dengan -
Anggaran Dasar dan Anggaren Rumah tangga, Ketetapan Kongres, —
Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah ¢abang dan—
Musyawareh Ranting, Keputusan Rapat Kerla Nasional, Rapat Kerja——

- -



'ﬁayah dan Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja -
Ranting, serta keputusan Partai lainnya sesual Peraturan Partai; -——
| b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktual mulai gari ——-----—-

pimpinan Rayon hingga pimpinan subrayon;

’ €. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpiman Subrayan sesuai hasil

keputusan Musyawarah; —

l . Membatalkan, meluruskan, dan memperbalki keputusan yang diambil
| oleh Dewan Pimpinan Subrayon yang bertentangan dengan Anggaran—
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah -
Witaysh, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah cabang dan ———
Musyawarzh Ranting, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Karja—
Wilayah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja ——-
Ranting, serta kaputusan Partal [alnnya sesuai Partal lainnya sesual-——

Peraturan Partai;
I e. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di --
tingkat Dewan Pimpinan Ranting melalui penambahan atay—-—reeee-

pengurangan uni-unit kerja sesuat kebituban Partai:
[ . Mengangkat Pelaksana Tugas ketua pimpinan Rayon ketika terjadi —

l kekosangan jabatan pimpinan Partal di tingkat tersebut; -
l g. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkat - ———--
kelurahan/desa yang diberikan cleh Ariggaran Dasar dan Anggaran -----
Rurnah Tangga, Ketetapan kongres dan Musyswarah Wilayah dan ——
musyawarah Daerah, dan Musyawarsh Cabang dan Musyawarah——
ranting, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Keria Daerah, Rapat -—
Kerja Cabang dan Rapat kerja Ranting, serta keputusan Partal falnnya—

\seswai Peraturan Partal;



ﬁ. Dewan Fimpinan Ranting dapat membentuk lembaga Partai, organisasi
otonom, komite aksf, dan unit kerfa lalnnya di tingkat Ranting untuk ~--

melaksanakan keglatan sesuai program Panal; ---—
i . Dewan Pimpinan Ranting dapat melakukan pergantian Fungsionaris —
| pengurus Dewan Pimpinan Ranting dan ridlakukan penyesuaian--———

terhadap struktur pengurus lembaga Partai, organisasi otonom, kemite

~komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat cabang melstui

penambahan atau pengurangan komposisi Kepengurusan, —--——-rs————

—Pasal 22 -

Pimpinan Rayon dan Subrayon

1. Fimpinan Rayon dan Subrayon gdalah pimpinan eksekutif tertinggf dalam-
[ memimpin Partal di tingkat RW/RT untuk masa jabdtan i Ghun; -—-—
I 2. Pimpinan Rayon dan Subrayon besfungsi malaksanakan kerja-keria Partai-
dl tingkat RW/RT terkait konsolidasi, koordinasi, dar: optimalisasi kegiaran
Partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperju2ngkan asgirast --
rakyat; -
l.?:. Pimptnan Rayon dan Subrayon memiflki tugas, wewenang dan tanggung—

jowab unhik :

2. Menentukan kebifakan Partal di tingkat RW/RT sesual dengan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah -
Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah --
Ramting, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah;, Rapat—
Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja Ranting, serta——-

keputusan Partaf lainnya sesuai Paraturan Partai;
b. Melakukan konsolidas! organisasl di Rayon dan Pimpinar Subrayon;——

& Melakukan penyesualan terhadap strukiur kepengurusan yang ada-———
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4ingkat Pimpinan Rayon dan Subrayon melalul penambaban atay -

pengurangan unit-unit kerja sasuai kebutuhan Partau;

l d. Melaksanakan kewenengan-kewenangan lainnya di tingkat RW/RT yana

diberikan oleh Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga,

ketetapar Kongres, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah,
Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting, keputusan Xapat Kera
Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja daersh, Rapat Kerja cabang
dan Rapat Kerja Ranting, serta keputusan Partal lainnya sasuaf -----e=-u

Peraturan Partal;

e. Pimpinan rayon dan Subrayon dapat membentuk lembaga Partai, -

organisasi otonormn, komite akst dan unit kerja lainnya di tingkat Rayon -

dan Subrayon uantuk melaksanakan kegiatan sesual progrem Partal: —-

’ f. Pimpinan Rayon dan Subrayan dapat melakuinan pergantian —
fungsionaris pengurus Pimplnan Rayon dan Subrayon serta melakukan
penyesuaizn terhadap struktur pengurus lembaga Partal, organisasi -
otonom, kormite aksi dan unit kerja lainnya di tingkat rayon dan ----——

Subrayon melalul penambahan atau pengurangan komposisi

personalla;

Pasal 23
Dewan Pimpinan Luar Negerl -

1, Fimpinan Perwakilan Luar Negeri adalah pimpinan elsekutif tertinggi dalan
‘ rmemimpin Partal di perwakilon luar Negeri unhik masa jabatan lima tahun;
| 2 Pimpinan Perwakiian Luar Negeri berfungsi meleksanaken kerja-Kerja-----
 Partal di tingkat perwakilan Luar Negert terkalt konsolldasi, koordinasi, dan

optimalisasl keglatan Partal dalam menghimpun, merumuskan, dan

memperjuangkan aspirasl rakyat;

- ad -



3. Fimptnan Perwakilon Lugr Neger) memiliki tugas, wewenang dan tanggun

jawab untuk;
a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat Perwakilan Luar Negert sesya)--

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, Ketetapan----——
Kongres dan Perwakilan Luer Negeri, Keputusan Rapat Kerja Nasional, -
Rapat Xarja Perwakitan Luar Negeri dan keputusan Partai Jalinya sesual

Peraturan Partai;
’ b. Melakukan kensolidasl organisasi secara struktual di tingkat Pimpinan —

Perwakilan Luar Negeri; —
C. Melakukan penyesualan terh‘adapast'rmctur kepengurusan yang ada di--

tingkat Pimpinan Perwaldian [war Negeri melalui penambahan atay ——

pengurangan unit~unit kerja sesuail kehutyhan Partaf;

o e e

‘ d. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres dan -eme———-—
Musyawarah Perwakilan Luar Negeri, keputusan Rapat Kerja Nasional, -
Rapat Kerja Perwakiian Luar Neged dan Keputusan Partai lalnnya sesuai

Peraturan Partat:

E. Pimpinan Perwakilan Luar Nederi dapat membentuk lembaga, alat ———

kelengkagan Partai, organisast otonom, komite-kamite aksi dan unit-unit

kerja lainnya dl tingkat perwakilan luar negeri untuk melaksanakan —-

keglatan sesuai program Partal:

' f. Pimpinah Perwakilan Luar Negeri dapat melakukan pergantsn———--—
| fungsionaris pengurus Pimpinan Perwakiian luar Neger dan melakukan
penyesualan terhadap struktur penguns iembaga Partzi, organisasi —
otunom, komite aksi dan unit kerja lainnya di tngkat perwakilan luar-—

negeri melalul penambanan atau pergurangan komposisi personalla; ---
N

. 45
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PERMUSYAWARATAN

Pasal 24 —--

Kongres

1. Kongres adalah permusyawaratan yang memegang kekisasaan tertinggr di

| partai;

I 2. Kewenangan Kongres :
] a. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Angoaran Rumah---—

I Tanggs; —
b. Membiahas dan menetapkan Platform Partai;

¢. Membahas dan menetapkan garis besar program kerja untuk pericde—

| berlkitnya;
[ d. Membahas Laporan Pertznggungiawaban Dewan Pimpinan Pusat——--
tentang pelaksanaan program kerja, kebljakan dan keuangan Partai —
sessual rumusan auditor internal yang diturjuk pada Rakernas serta -
menilai laporan Dewan Pimpinan Pusat terhadap perjalanar organisas! -
dalanysatu perode;
e. Membahas dan menetapian rekomendas! kebijakan Partal; —-
f. Memilih dan menetapkan Keta Umum/Ketua Formatur dan Anggota—-

] Formatur; --

4. Memilth dan menatapkan Ketua Majells Penasihat Partai;

h. Memlilh dan menetaplkan Ketua Mahkamah Partal.
|3. Kaongres diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat sekafi —-

dalam lima tahun yang dihadin oleh peserta, peninjau, dan undangan ——

kongres; —

b Keputusan tentang pelaksanaan Kongres ditatapkan oleh Rapat Kerja—

-5 -



/Nasi_nnal:

Pasal 24 A-- ——

Peserta Korgres

1. Peserta Kongres terdin atas @

a. Pengurus Harlan Dewan Pimpinan Pusat;
b. Ketua dan Sekretaris Majelis Penasihat Partai Dewan Pimginan Pusat; ~
¢. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah, apabila berhalangan-—
[ dapat diwakilt berdasarkan Rapat Marian Dewar Pimpinan Wilayah; -——

[ d. Ketua Dewan Pimpinan Daerah, apabila barhalangan dapat diwakili —

l berdasarkan Rapat harian Dewaﬂ""pi'mpinan Daerah;
l . Ketua perwakilen luar negerl, -apablia berhaiangan dapat diwakili——

f berdasarkan Rapat Harian Perwalkilan Luar Negeri;
| f. Ketuas-ketua Organisasi Otonom tingkat pusat yang memilii struitur —
organisas| hingga tingkat cabang minimal 50 % (limapuluh parsen) dl —-

seluruh wilayah Indonesia dan ditetapkan oleh Dewan Pimplnan Pusat:

[ 2. Penirjav Kongres ; —

[ a. Seluruh anggota departesen Dewan Pimpinan Pusat; -
b. Anggota Majelis Persasihat Partal Dewan Pimpinan Pusat {MPP DPP): —

c. Ketua dan Anggota Mahkamah Partal;

d. Anggota istimewa;

e. Ketua Majells Penaslhat Partsl Wilayah;

f. Anggota leglstatif dan eksekutif Bingkat pusat dari PAN;

g. Ketua dan Anggote Dewan Pakar; -
| 3, Undangan Kongres adalah mereka yang diundang oleh dewan Pimpinzn —

Pusat;

4. Hak Suara dan hak bicara mellpyti :

.



v

& Hak Suara dan hak bicara dimlilki oleh peserta; ««----—-

b. Hek bicara dimiiiki oleh peninjau;

C. Undangan tidak memiliki hak suara mauptin hak bicara;

Pasal 25 —

Musyawarah Wilayah
1. Musyawarah Wilayah adalah Permusyawaratan di tingkat wilayah yang—

diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan wilayah; —

2. Kewenangan Musyawarah Whayah; -- .
[ a. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Plmpinan Wilayah-----
I tentang pelaksanzan program kesja, kebijakan, dan kuangan Partai—
serta menilat laporan Dewan Pimpinan Wilayzah terhadap kineria

organisasi dalam satu perode;

b. Menetapkan program kerja wllayah untuk perlode berikutnya;
. Menetapkan rekomendasi kebijakan Partal di tngkat Provingi; ———--m
. Memliih dan menstapian Ketua Majealis Penasihat Partai Wilayah; ——

g, Memilih danmenetapkan Ketua Farmatur/Ketue Dewan Pimpinan——-

| Wilayah dan Angota Fenmatur;

| 3. Musyawarah Witayah dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang

dihadirl oleh peserta Musyawarah Wilayah, peninjau Musyawarah

Wilayah dan undangan Musyawarah Wiiayah;
|4. Keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Wilayah ditetapkan olgh——

‘ Rapat Kerja Witayah.

Pasal 25 A

- Peserta Musyawarah Wilayah

1. Peserta Musyawarah Wilayah : —--~=u

a. Satu orang ytusen dad Dewan Pimpinan Pusat; -

- -



b. Pengurus Harlan Dewan Pimpinan Wikayah; —

€. Ketua Majells Penasihat Partai Wilayah; —
d. Ketua dan Sekretarls Dewan Pimpinan Daerah, apabila berhalangan «---
dapat diwakill berdasarkan Rapat harian Dewan Pimplnan Daerah; --—-

e, ketua Dewan Pimpinan Cabang, apabila berhalangan dapat diwakil-—

I berdasarkan Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang;

f. Ketua-Ketua Organisasi Otonom yang memiliki struktur organisasi hingg:

tingkat cabang minimal 50% di seluruh Provinsi dan ditetapkan oleh—

Dewan Pimplnan Wilayah. e rrr—————

[ 2. Perfinjau Musyawarah Wiiayah terdil atas :

3. Anggota Mejefis Penashat Parki Wilkayah;

b. Seluruk pengurus dan anggota Badan di tingkat wWilavah:

¢ Ketua Majelis Penasthat Partat Daerah;
d. Anggota Legisiatif dan Eksekutif tingkat wilayah dar PAN;

¢, Ketua Badan Otanom di tingkat Wilayah;

f. Undangan Dewan Pimpinan Wilayah,
l 3. Undangan musyawarah Wilayah zdalah mereka yang diundang oleh ——-

] Dewan Pimpinan Wilayah;

| 4. Hak suara dan hak bicara Musyawarah Wilayah melinut
[ &. Hak suara dan hak bicara dimlliki oleh peserta;

b. Hak bicara dimiliki oleh peninjau;

¢. Urelangan tidak memillki hak suara dan hak bicara.

Pasal 26

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah adalah Permusyawaratan di tingkat Daerah yang ---—

Qiselenggarakan aias undangan Dewan Pimplhan Deerah;
- #f) -




@ehangan Musyawarah Daerah : —-seeameens
] a. Membahas Laporan Pertanggungiawaban Déwan Pimpinan Dagrah -—
F tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan dan keuangan Partai --—

seria meniia laporan Dawan Pimpinan Daerah terhadap perjalanan ——

organisasi dalam satu periode;

[ b. Menetapkan program kerja daerah untyuk periode berikutnya;
C. Menetapkan rekomendast keblfakan Fartal tingkat kabupaten/Kota; —

¢, Memilth dan menstapkan Ketua Formatur/Ketua Dewan Pimpinan -——--

‘ Daerah dan Anggota Formatur;
[ . Memilih dan mengtapkan Ketua Majelis Penasitat Partal Dagrah; ———
3. Musyawarah Daerah: dilaksanalan sekall dalarm S (lima) tahun yang———

dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan;
4. Keputusan tentang pelaksanaan Musyawarsh Daeraht ditetapkan oleh rapat

Kerja Daerah.

——Pasal 26 A —
Peserta Musyawarah Dazrah

|' 1. Peserta Musyawarah Daerah :

a. 1 {satu) orang utusan dari Dewan Pimpinan Wilayah;

b. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah;

¢. Ketua Majetis Penasihat Partal Daerah;
d. Ketiia dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang, apahila berhalangan---
hadir dapat diwakill berdasarkan Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang;

| e. Ketua Dewan Pimpinan Ranting apabila berhalangan dapat diwakEi ——

berdasarkan Rapat Harlan Dewan Pimpinan Ranting

| f. Ketua-Ketua Otonom yang memilikl struktur organisasi hingga-» -——-—
tingkat cabang minimal 50% (limapuluh persen) di seluruls deerah dan

YN, -



, 2. Peninjau Musyawarah Daerah ; ---—-

@mpkan ofel Dewan Pimpinan Daerah, ——--

| 2.2 {dua} crang dtusan dari PImpInan PUsal; ————=sretsmrormerm s e

b. Anggota Mejells Penasihat Partai Daerah; .

¢. Seluruh pengerus dan angguts Badan-badan Dewan Pimpinan Daarah;-

d. Ketua-ketua Majelis Penasihat Partal Cabang; . -

e. Anggota Legisiatif dan Eksekutif Yngkat daerah:; -

f. Ketua Badan Otonom di tingkat daerah;

| 9. Undangan Dewan Pimpinan Dagrah.

-
4

. Undangan Musyawarah Daerah.

- Hak suara dan hak bicars Musyawarah Daerzh :

a. Hak suarza dan hak bicara dimiliki oleh peserta;

b. Hak bicara dimliikd oleh peninjau;

¢. Undangan tidak memiitikl hak suara maupun dan hak bicara. -

Pasal 27

l

Musyawarah Cabang

. Musyawarah Cabang adalah Permusyawaratan di tingkat Cabang yang —

diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Cabang;

. Kewenangan Musyawarah Cabang :

a. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang —
| tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan dan keuangan Partal—
serta menlial laporan Dewan Plimpinan Cabang terhadap perjalanan —-

organisast dalem saby periode;
b. Menetapkan program kerja cabang untuk periade barikutnya; ————-
€. Manetapkan rekomendas! kebljakan Partal tingkat kecamiakan atau nama

lalnnya;
-51 -




ﬁl"lémllih dan menetapkan Ketua Formatur/Ketua Dewan Pimpinan —-—-

Cabang dan Anggota Formatur; ——-----—-

" &. Memilih dsn menetapkan Ketia Majel's Penasinat Partal Cabang;
| 3. Musyawarah Cabang diiaksanakan sekall dalam S (ima) tahun yang ~——

dihadiri oleh peserta musyawarah cabang, pehinjau musyawarsh cabang -

dan undangan musyawarah cabang;
I 4, Keputusan tentang palaksanaan Musyawarsh Cebang ditetzapnkan cleh ~———

Rapat Kerja Cabang. — ——

I Pasal 27 A

Peserta Musyawarah Cabang

[ 1. Peserta Musyawarah Cabang :
8. 1 (satu) orang utusan dari Dewan Pimpinan Daerah; ——

b. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang;

¢. Ketua Majells Penasihat Partai Cabang:

d, Ketua dan Sekretarls Dewan Pimpinan Ranting, apabila berhalangan—-
[ dapat dwakili berdasarkan Rapat Plena Dewan Pimpinan Ranting; —-
[ €. Ketua=Ketua Organisasi Otonom yang memiliki struktur organisasi———
hingga tingkat cabang minimal 50 % (limapuluh) persen di seluruh —-
wilayah kecamatan dan dikukubikan oleh Dewan Pimpinar Daerah; -=---

| 2. Peninjau Musyawarah Cabang : -~

a. 2 {dua) orang dari utusan dari Dewan Pimpinan Wiiayah;

b. Anggota Majelis Penaslhat Partai Cabang;

£. Pengurus dan anggota-anggeta Badan di tinglat Dewan Fimpinan

I Cabang;

| d. Ketua Rayon; - mmmmnme
Q‘ldangan Musyawarah Cabang adalah yang diundang oleh Dewan--—-——

.



@nmﬂn Cabanyg; —— -—--

[ 4. Hak suara dan hak bicara Musyawarah Cabang:

&. Hak suara dan hak bicara dimfiiki cleh paserta; -

b. Hak bicara dimillkt olah peninjau;

¢. Lindangan tidak memiliki hak suata dan hak bicars;

Pasal 28 -

—----Musyawarah Ranting
1. Musyawarah Ranting adalah Permusyawaratan di tingkat Ranting yang —

I diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Ranting;
l . Kewenarigan Musyawarah Ranting -3

| a. Membahas Laporan Pertanggtingjawaban Dewan Pimpinan Ranting —-
tentang pelaksanaan program kerfa, kebiakan dan keuangan Partal-—
sarta menllai [aporan Dewarn Pimpinan Ranting terhadap perjalanan, ——

organisasi dalam satu periode;
b. Menetapkan program kerja Ranting untuk pericde berlkutnya; —-eevee-
t. Menetapkan rekemendasi kebijakan Partai tingkat kelurahan/ desa/ atau

[ nama lainnya;

J d. Memilth dan menetapkan Ketua Formaturfietus Dewan Rimpinan —

| Ranting dan Anggota Formatur;
| e Memillh dan menetapkan Ketiza Majelis Penasihat Parta) Ranting; ——--
| 3. Musyawarah Ranting dilaksanakan seiali daiam 5 (lima) tahun yang --—-—

dibadiri oleh peserta musyawarah Ranting, peninjau musyawarah

Ranting dan undangan musyawarah Ranting;
| 4. Keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Ranting ditetapian oleh —

I
| rapat Kerja Ranting.

K Pasal 28 A
e




seeremesie e sneen—— . Pagarta Musyawarah Ranting —

1 Peserta Musyawarah Ranting :

| &. 1 (satu) orang utusan dar Dewan Plmpinan Cabang; --

b. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Rariting;

€. Selurin pengurus dan anygota Majelis Penasinat Partal Dewan Pmpinan

[ Ranting;

¢. Ketua dan Sekretarls Rayon;

2, Ketua dan Sekretarls Subrayon, ————————~- - reremiiae

f. Sekaruh anggota Partal di Ranting tersebut. - -

] 2. Peninfau Musyawarah Ranting :
| a. Tokeh-tokeh masyarakat setempat vang dianggap tepat oleh Dewan —

[ Pirnpinan Ranting;

] b. 2 (dua) orang utusan dan Dewan Pimpinan Daerah,
] 3. Undangan Musyawarah Ranting adalaht yang diundang oleh Dewan ——

| Pimpinan ranting (OPRL).

| 4, Hak sirara dan hak bicara Musyawsarah Ranting ;

2. Hak swara dan hak bicara dimillkl oleh paserta;

b. Hak bicara dimilik| oleh peninjau;

€. Undangan tidak memiliki hak suara maupun dan hak bicara. —- e

Pasal 29 -

Musyawarah Perwakllan Luar Neger|
1. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri adalah Permusyawaratan di tingkat -
Perwakilan Luar Neger yang diselenggarakan atas undangan

Devean Pimpinan Perwakilan Luar Neges|:
l 2. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri dliaksarakan sekall dalam 5 (ima) —

thun, yang dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan musyawarah —
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rp,e;v;hlan luar negerl; e

| 3. Peserta Musyawarah Perwakilan Luar Neger terdirl a8as | ———vesesseenme-

a. Satu grang utusan dari Dewan Pimpinan Pusat; -

b. Selurub pengurus pimpinan perwakilan luar negeri; -
C. Ketua, sakretaris dan bendahara Majelis Penasibat Partai Perwakilon —

Luar Negerl. e
4. Penirfjau Musyawarah Perwakllan Luar Neger! terdir] atas anggota Majells-

Penasihat Partai Perwakilan Luar Negeri; - - —

5. Undangan Musyawarah Perwakifan Luar Negeri adafah plhak yang

diundang oleh Pimpinan Perwalitan Luar Negeri;

6. Hak Suara dan Hak Bicara Musyawarah Perwakilan Luar Negeri meliputi < -

a. Hak suara dan hak bicara dimiiki oleh peserta;

b. Hak bicara dimiliki oleh peninjay;

¢. Undangan tidak memillkl hak suara maupun dan hak bicara, -~

BAB VI —

PERMUSYAWARATAN LUAR BIASA

Pasal 30

Struktur Permusyawaraten Luar Biasa

1. Struktur permusyawaratan luar biasa terdln atas Kongres Luar Biasa, ~—--
Musyawarsh Wilayah Luar Blasa, Musyawarah Daerah Luar Bigsa, ===

Musyawarah Cabang Luar Blasa, Musyawarah Ranting Luar Biasa, ——-r---

Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Lyar Blasa;
I 2, Struktur Permusyawaratan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat—

(1) dlizksanakan dalam hal Ketua Umum dan 2t2u Ketua:

1. Berhakangan tap;

2. Meninggal Dunia; —



H r:*f Méngundurkan diri;

|

js.

|

| e

4. Diierhentikan.

Ketua Umum don atau Ketua diberhentikan dari jabatennya apablia : --—-
a. melakukan tindak pidana kriminal yang ancaman hukumannya 5 ----—--

(lima) tahun dan berdasarkan putusan pengadifan yang memiiki «—-——

kekuatan hukum tetap;

b. Terbukti melakukan perbuatan tercela yang merusak citra Partal.—-—---

- Struktur Permusyawaratan Luar Blasa terdini atas Kongres Luar Biass, —---

Musyawarah Whiayah Luar Biasa, Msuyawarah Daerah Luar Baisa, ——-~
Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting Luar Biasa, —-—

Musyawarah Perwakllan Luar Negeri Luar Biasa;

. Dewan Pimpinan Partai harus menyelenggarakan Permusyawaratan Luar -

Blasa dafam fangka waktu 1 (satu) buian setelah usulan resm] ——— —----
Pemberhentian Ketua UmumyKehua terpenuhi, apabila tdak dilakukan -—-

maka Majelis Penasthat Partal sesuai lingkataniya masing-masing wajib -

mermbertkan peringaton tertulls;
Jlka dalgm jangka waktu 1 (satu} bulan setelah petingatan pertama—--——
dtabaikan maka Majelis Penasthat Partal wajib berikan peringatan kedua, -
apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan kedug -
diabalkan juga maka Majelis Penaslhat Partal dapat mengambil «-—-———-

penyelenggaraan permusyawaratan luar biasa;

. Permusyawaratan Luar Biasa dapat diadakan selambat-lambabya 1| —

(satu) tahun sebelum Pemilly dilaksanakan;
6 {enam} bulan sebelum Pemilu dan 6 (enam) bulan sebelum Kongres —

dilaksanakan, Permusyawaratan Luar Blasa tidak bisa dilakukan; - --———--

9. Ketentuan tentang Penyelenggaraan Permusyawaratan Luar Biasa--—-—w

~— -5
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ayat (2), ayal (33, avat {(4), ~———

ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) saima dengan ketentuan — -

pErmusSyawaratan. e e ————

KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 31

Korum Penigambilan Keputusan -

1. Pengambilan keputusan dalam permusyawaratan atau rapat Partal ————
dinyatakan memenuhi korum apabiia dibadir olelt sekurang-kurangya
(satu per dua) darl jumiah peserta d:ftarnbah 52t yang sehanisnya -—---—
menghadiri; — —

‘ 2, Korum pengambilan keputusan sebagatmana dimaksud pada ayat {1),-—

l apabila belum terpenuhl maka permusyawarstan atau rapat Partal dibuka

untuk selanjutnya di skors selama satu jam; ‘

l 3. Apabllz masih belum memenuhi korum, sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), permusyawaratan atau rapat Parta) tetap dilanjutkan dan dirryatakan-

sah apabila telah dihadiri sekurang-kurangya sepertiga dart jumiah pesara

dan dapat diianfutkan untuk mengambi! keputusan:

4. Ketentuan tentang Korum Pengambilan Keputusan sebagalmana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lelih lanjut dalam Peraturan —

Partal.

Pasal 32

Pangambilan Keputusan
1. Pengambilan kepuhusan dalam permusyawaratan dan gtau rapat Partai —
| diztarmzkan dengan musyawarah mufakat; -

2. Jika tidek tercapat musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada-—
— .




ayat (1), dilakukan pemungutan suara dan keputusan diambil bendasarkan

suara terbanyak;
3. Apabita hasil pemungutan suara berdasarkan suara terbaryvak hasilnya —-

‘ samd, maka pemungutan suara divfang sampai menpercleh selisth suara

terbanyak;
4. Ketentuan tentang pengambilan keputusan sehagaimana dimaksud pada -

’ ayal (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partal -

-———HAB VIII
——RAPAT-RAPAT PARTAI

Pasal 33 ——

Rapat Kerja
1. Rapat Kerja adalah fenis rapat Partai yang kedudukannya satu tingkat--——

I di bawah permusyawaratan yang dilaksanakan minimaf satu tahun sekal;
I 2. Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat Kerja
Nasignal {Rakenas), Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), Rapat Kerja Daerah -
{Rakerda); Rapat Kesfa Cabang (Rakercab), Rapat Keria Ranting
(Rakeran), dan Rapat Ketja Perwakian Luar Neger (Raker-PLN);

3. Pesera Rapat Kerja adalah unsur Dewan Pimpinan Partai dl tingkatan -——

tersebut termasuk Ketua Majefls Penasihat Partzi, Ketus Mahkamah Partal,

dan Ketua serta Sekretaris Dewan Pimpinan Partal satu tingkat di ——-

bawahnya;
I 4. Peninjau Rapat Kerja adaiah Sekretarls dan anggota Majells Penasihat—
Partal di tingkatan tersebut beserta Sekretarts dan anggota Mahkamah—-

Partal dan Ketua dewan pimpinan dua tingkat dl bawahnya, -

‘ 3. Kewenangan Rapat Kerja adalah : ~--

. &, Menjabarkan hasil permusyawatan dalam bantuk program kerja;
hh""‘ﬂ-..
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merumuﬁkan dan menetapkan kebfjakar: dalam sehagal bagian dari—--

perjabaran hasit parmusyawaratan kebijakan yang tak tertaksana dalam

perigde sebelumya; —-
| c. Mengevaluasi kinerja pimpinan Partai, anggota legislatif dan eksekutif —

seiama masa wakiu periode Rapeat Kerja sebelumnya;
[ d. Merumuskan dan menctapkan kepijakan dan program pemenangan —

pamilu;
l e. Merumuskan dan menetapkan kebljakan dan materl-matei-——---—-—-

permiusyawaratan tenmasuk materl usulan perubuhan Anggaran Dasar -

dan usulan Anggaran Rumah Tanggac

, f. Menetapkan pedoman kerja Partai yang diamanatkan oleh Anggaran—-

Basar dan Anggaran Rumah Tangga;
l g. Merumuskan, membahas dah menstapkan kebifalkan lain yang----—--—--

diputuskan berdasarkar agenda rapat,

It'h Ketentuan tentang Rapat Kerja segaimana dimaksud pada avat (1), ayat—
l (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut datam Peraturan-—

Fam]’l-

Pasal 34

Rapat Paripurna
1. Rapat Paripuma adalah jenis rapat Partal yang kedudukannys saty tngkat

‘ dl bawah Rapat Kerja yang dilaksanakan minimal enam bulan sekall; —
] 2. Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ates Rapat—-
Paripuma Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Paripurna Dewan Pimpinan —-—
Witayah, Rapat Paripurna Dewan Pimplnan Baerah, Rapat Paripurna ——
Dewan Pimpinan Cabang, Rapat Paripurna Dewan Plmpinan Ranting, dan-

Rapat Paripurna Pimpinan Perwakilan Luar Negerl;
-



émm Rapat Paripurna adalah semua unsur pimpinan Partzi Ketua Majelic
Penasihat Partai, Ketua Mahkamah Partai, Ketua Lembaga Partai, Ketua---
dan anggota departemen/komisi/Blro/Bagian/SeksifUnit sesuai———-——-
tinglatannya, serta fraksi dan/atau kader di lembaga legistatif dan kader di

lembaga eksekutif; -
] 4. Dewan pimpinan Partal dafam kondisi tertentu dapat mengundang --«-«vea-
peninjau Rapat Paripurna yang ditentukan berdasarkan keputusan Partal,-

I 2. Kewenangan Rapat Paripurna adalah :

a. Menjabarkan hasil Rapat Kerja dalam bentak program kegiatan;
b. Merurnuskan dan menetapkan kebijakan Partal sebagai bagiar dari -——

penjabaran hasli Rapat Kerfa;
L. Mengevaluas! kinerja dewan pimpinan Partal dan faporan fraksi; ---------

d. Merumuskan, membahas dan menatapkan kebtjakan laln yang-

diputuskan berdasarkan agenda rapat.

| b. Ketentuan tentang Rapat Paripuma sehagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (S) diatyr jeblh Janjut dalam

Peraturap Partat,
Pasal 35

Rapat Pleno
1. Rapat Pleno adalzh jenis rapat Partal yang kedudukarmya satu tingkat dl -
| bawah Rapat Paripurna yang dilaksanakan minimal tiga bulan sekall; —-—-

‘ 2. Rapat Pleno sabagaimana dimaksud pada ayat (1) terdini atas Rapat Pleno

Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Piene Dewan Pimpinan Wilayah, Rapat ——

Pleno Dewan Pimpinan Daerah, Rapat Plenc Dewan Pimpingn Cabang, ---

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting ¢an Rapat Pleno Pimplnan ———-

{ Perwakilan Luar Negeri;

N\ -



4&5&@ Rapat Pleno adalah semua unsur Dewan Pimpinan Partal, Ketua -

Majells Penasihat Partai, Ketua Mahkamah Partai, Ketus -

departemen/kosmisi/Biro/Baglan/Seks!/Unit sesuai tingkatannya, serta frak:

dan/atau kader di lembaga legistatif, dan kader di [embaga eksekutif; -----

l 4. Dewan Pimpinan Partai datam kondisi tertentu dapat mengundang
penitijau Rapat Pleno yang ditentukan berdasarkan keputiisan Parl; «——

| 3. Kewenangan Rapat Plenc adaiah ¢
a. Merumuskan dan menetapkan kebifzkan Partal sebagal baglan dar -

' penjabaran sebagal hasil Rapat Kerja dan atau Rapat Paripurna; -
| b, Membahas dan menetapkan penesm;:atan Kader ¢f'lembaga eksekutif; —

I ¢. Membahas dan menetapkan siBunan pengajuan pencalonan anggota —

1 leglsiatif;
[ d. Membahas dan menetaplkan komite aksi dan atay unit kerja Partal untut

’ melaksanakan keglatan adfiocsesual program Part; -
| e. Mengesahkan hasll Rapat Harian Dewan FImpinah Partal gan-——-e-—
membahas permasalahan yang harus diputuskan segera melalyfi-re-——
mekanisme pengambllan keputusan Partai tentang kebijakan Partai vang
tidak bisa diputuskan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Partal: ——
| . Mengambil keputusan strategis tentang kebifakan Partal yang tidak bisa

| diputuskan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Partal;

} h. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebljakan lain yang

I diputuskan berdasarkan agenda rapat;—
I 6. Ketentuan tertang Rapat Pleno sebagaimana dirmeksud pada ayat (1), -—
ayat (2), ayat (3), ayat {43, dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam ————

Peraturan Parsl,

K Pasal 36 —--—--
« 6 -




Rapat Harian

. Peserta Rapat Harian adalah semua unsir pengurus harian Dewan

. Kewenangan Rapat Harian adalah :

. Rapat Harian adalah jenis rapat Partal yang kKedudukannya satu tingkat di

bawah Rapat Pleno yang dilaksanakan minimal satu bulan sekali;

. Rapat Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas Rapat-——

Harian Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Harian Dewan Pimpinan Wilayah, —
Rapat Harian Dewan Pimplnan Daerah, Rapat Harlan Dewan Pimplnan —-

Cabang, Rapat Harlan Dewan Pimpinan Ranting, dan Rapat Harian-

Pimpinan Perwakilan Luar Negerl;

Pimpinan Partai, pimpinan fraksi di lembaga legisiatif; kecuali dalam hal-—
fraksi gabungan maka dihadirl oleh satah seorang anggota legistatif; —-----

. Dewan pimpinan Partai dalem kondisl kertentu dapat mengundang —-—-—

peninjau Rapat Harlian yang ditentukan berdasarkan keputusan Parai; ——

a. Membahas dan menetapkan kegiaten dan pregram Partal yang akan ---
sedang dan telah dilaksanakan sesual tingkatan perkemiangannya ——

beserja tantangan dan permasalahan yang dihadapi;
b. Memhahas dan membentuk komite aksl dan atau unit kerja Partal untuk

| melaksanakan kegiatan adhoc sesual program Partai;
c. Membahas permasalahan yang harus diputuskan segera melatul———

mekanisme pengambllan keputusan Partal dalam Rapat Harian tentang

kebijakan Partai yang strategis den mendesak;
d. Mengambli keputusan strategis tentang kebijakan Parki dalam ———-~
[ menylkap! persoalan internal maupun eksternal yang mendesak; «——-----

| e. Merumuskan, membahas, dan menetapkan kebifakan lain yang----------

dipuituskan berdasarkan agenda rapat.

S8



é{etenman tentang Rapat Harlan sebagaimana dimaksud pada avat (1), —

ayat (2), ayat (3), ayat {1), dan ayat {S) diatur lebih aniut dalam —-—e-—

Peraturan Partai.-

Pasal 37

------

. Kewenangan Rapat Pimpinan adalsh :

—~Ragat Pimpinan

- Rapat Pimpinan adalah jenis rapat konsolidasi Partai yang bersifat———

koordinatif dan atau konsultalif, dilakiikan herdasarkan kebutuhan dan——

dapat diadakan sewaktu-waktu:

. Rapat Pimpinan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berdiri atas Rapat -

Pimpinan Nasional, Rapat Pimpinan Tr\rliayah, Rapat f-;impinan Daesah, —
Rapat Pimpinan Cabang, Rapat Pithpinan Ranting, dan Rapat Pimpinan-—

Perwakilan Luat Neger; -

. Pesetta Rapat Pimpinan adalah semua unsur pimpinan dan Ketua dewan -

pimpinan Partai satu tingkat <! bawahnya, Ketua Matells Panasihat Partal,
Ketua Mahkamnah Partal, fraksi di lembaga legislatif dan kader o} lembaga

Eksekutif;

- Dewan pimpinan Partai dalam kondisl tertentu dapat mengundang ——-—

peninjat Rapat Pimpinan yang ditentukan berdasarkan keputusan Partai; -

3. Membahas perscaian strebegls yang harus disikap! Partal;

b. Merumuskan rekomendast kebljakan Partz] atas persoalan strategis yanc
harus diputuskar segera meldiui mekanisme pengambilan keputusan—
Partai dalam hirarki pengambllan keputiisEn yang iebif tirog|; -

¢. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebljakan lain yang-

l diputuskan berdasarkan agenda rapat.

6. Ketentuan tentang Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat {1},

!ﬂ'



ayat {2), ayat {3), avat (4), dan ayat (5) diatur lebin [anjut dalam ---——-—

Peraturan Partal,

Pasal 38 - —-

| Rapat Koordinasi
' 1. Rapat Koordinasi adalah jenis rapat konselicas! struktural Partal yang-——
bersifat koordinatif dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat dladakan

sewaktu-waktu;
| 2. Rapat Knordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat -
Koordinast Naslonal, Rapat Koordinasi Wilayah, Rapat Koordinasi Daarah, -
Rapat Koordinasi Cabang, Rapat Keerdinasi Ranting, dan Rapat Koordinas

Perwakilan Luzr Negeri; -
1 3. Peserta Rapat Koordinasi adalah Pimpinan badan/lembaga beserta Ketisa -
Departemen/Komis| dan atau Ketua Biro/Bagian/Seksi/Unit satu tingkat i

Bawahrya;
! 4. Dewan pimpinan Partal dalam kondis| tertenty dapat mengundang ——----
, peninfau Rapat Koordinast yang ditentukan berdasarkan keputusan Parta;

‘ S. Kewenapgan Rapat Koordinasi adaloh :
| a. Membahas perencanaan strategis, pengorganisaslan, pelaksanaan, -——-
monltoring, dan evaluast program sektoral beserta permasalahan, —-——-

tantangan dan solusinya;

| b. Membertuk perangkat pelaksanz berdasarkan tingkatan

pengorganisasian sesuai kebutuhan;
I ¢. Merumuskan rekamendas! kebijakan Partal atas pelaksanaan program -

kerja Partal yang harus diputuskan segera mefalul malanisme
pengambitan keputusan Partai datam hirarki pengambilan keputusan --

. yarig. lebih tinggl; U
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@mmusﬁn, membahas, tdan menetapkan kebijakan lain yang———
[ diputuskan berdasarkan agends rapat.

[ 6. Ketentuan tentang Rapat Koordinast sebagaimana dimaksud paca ayat (1

ayat-(2), ayat {3) ayat (4), dan ayat {5) diatur leblh fanjut dalam Peratura

Partzi, - -~

Pasal 30 —_

Rapat Konsultasi

1. Rapat Konsultasi adalah jenis rapat kensolidasi struktural Partal yanig —--—
bersifaf konsultatif diiakukan berdasarken kebutuban dan dapat dladakan

-
E3

sewaktu-wakiu;
| 2. Peserta Rapat Konsultasi adalah $@turuh unsur pimpinan beserty algt -
kelerigkapan Partal, Ketuz Maielis Penasehat Partal, dan Ketua Mahkamah

Partai;
| 3. Kewenangan Rapat Konsultas! adalah :

i a. Membahas perencanaan sbrategis, pengorganisasian, pelaksanaan, -----

rmonitoring, dan evaluasi program sekioral beserta permasalanian,

fantangan dan solusinys;
| b. Merumuskan perangkat pelakeana berdasarkan bngkaten —— -

pengorgantisasian sesuai kebutuhan,

|| <. Merumuskan rekemendasi kebifakan Partal atas pelaksanaan program -

kerja Partat yvang harus diputuskan segera mefalil mekanisme
pengambllan keputusan Partal dalam hirarki pengamblian keputusan -—

yang lebih tinggl.
‘ d. Merumuskan, membahas, dan menetapkan kebijakan air yang —-—----

diputuskan berdasarkan agenda rapat. —
4. Ketentuan tentang Rapat Konsuitast sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

o



@(2}, dan ayat (3) diatur leblh Janjut dalam Peraturan Partal,—---reee--
[ ' Pasal 40

--Rapat Teknis

1. Rapet Teknis adalah jenis rapat konsolldasi struktural dan stau fungsional

] Partal yang bersifat teknis pada bidang tertenty, difakukan berdasarkan—

kebutuhan dan dapat diadakan sewaktu-waktu;
I 2. Peserta Rapat Teknls adalah seturuh unsur pengurus Partal yang ——--—-

1 ditugaskan dalam kegiatan teknis; ——

’ 3. Kewenangan Rapat Teknis adalah ¢
| a. Merumuyskan, membahas, dan menetapkan perencangan strategis, ——
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring gan evaluas! prograrm -———-—

sektoral beserta permasalahan, antargan dan solusinya:
| b. Merumuskan, membahas dan menetapkan perangkat pelaksana——
| berdasarkan tingkatan pengorganisastan sesual kebutuhan; -—-——-

| ¢. Merumuskan dan membahas rekomendasi kebijakan Partal atas
pelaksarraan program ketja Partai yang harus diputuskan segera melalul
rmekagisme pengambilan: keputusan Partal datam hirarki pengambitan --
keputusan yang lehih tinggi; ~—
l d. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan lain yang-—-——-

‘ diputuskan berdasarkan agenda rapat.

l 4. Ketentuan tentang Rapat Teknis sebagalmana dimaksud pada ayat (1), -—
| ayat (23, dan ayat (3) diatur febih fanjut dalam Peraturan Partzi,————
-BAB IX

TATA URUTAN ATURAN PARTAI

~—emeePaca] 41 was

—Tata Urutan Dan Kewenangan Aturan Partal-—- -

-



ﬁata urutan peraturan Partai terdid dari 1 --—em e e —

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumzh Tangga;

b. Ketetapan Kongres; —- —

C. Pergturan Partal; ——

d. Keputusan Rapat Kerfa Naslenal;

£. Keputusan Rapat Paripurna;

f. Keputusan Rapat Pleno DPP PAN:

9. Keputusan Rapat Harlan DPP PAN;

h. Ketetapan Musyawarah Wilayah; - -

L Keputusan Rapat Kera Witayah; ~

j- Keputusan Rapat Pleno DPW PEN;

k. Keputusan Rapat Harian DPW: PAN;

1, Ketetapan Musyawarah Dasrah:

m. Keputusan Rapat Xerja Daerah; S --
n. Keputusan Rapat Pleno DPD PAN;

0. Keputusan Rapat Harian DPD PAN;

p. Katetapan Musyawarah Cabang;
q- Kepuhusan Rapat Cabang;
r. Ketetapan Musyawarah Ranting;

s, Keputusan Rapat DPRE PAN.

I 2. Kewenangan dan putusan peraturan Partal yang lebih rendah tidak boieh-
bertentangan dengan kewenangan dan putussn yang lebih tinggi;
| 3. Ketentuan tentang Tate Uratan Ataren Partai sebagaimana dimaksud pada

—

| ayat {1} dan ayat {2) diatur lebih lanfut dalem Pereturan Partal, —————
BAB X

KEPENGURUSAN
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Pasal 42
-— Kepemimpinan Koiektif Kolegial
1. Kepengurusan Partai digerakkan berdasarkan prinsip kepemimpinan —~—

kaolektif kolegial sebagai dewan pimpinan Partsi yang secara bersama dan

sinergis membuat kebifakan melatui keputusan Partal vang dihasilkan -----

dalam rapat-rapat Partal; —

. Setlap kebijakan dan keputusan Pariai yang telah diputuskan secara —~-----

kolektif mengikat semua unsur Partal dan perubahannya wafib dlizkukan -

melalul rapat sejenis atau rapat Partal yang memiliki hirarki pengambitan -

keputusan 1 (satu) tingkat lebib tingyi;

. Setiap unsur Partal wajib mentaati dan menjalankan keputusan Partai dan

bagl yang melanggar kebljakan dan keputusan kolektif tersebut diberikan

sanksi organisasi;

. Ketentuan mengenal kepemimpinan kolektif sebagaimana dimaksud pada

avat (1), ayat (2), dan ayat {3) diatur leblh [anfut dalam Peraturan Partai-

tentang pengamblian kebijakan dan keputusan Partl.

Pasai 43

-

Syarat Pengurus Partai-

- Pengurus Dewan Pimpinan Pusat harus bertempat tinggal dl Wilayah ——

Repubilk Indonesiy;

. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan —
. Pimpinan Cabang, Dewan Pimpingan Ranting, Pimpinan Rayan dan——-

Subrayon, serta Pimpinan Perwakilan Luar Neger harus

. Sehat jasmani don rohani, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan——-

tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah ~---
i



mempunyat kekuatan huukum tetap, dan tidak tedibat dalam

penyalahgunaan narkoba;
4. Setiap pengurus Partal harus telah menglkuti perkaderan Paral yang--—
dibuktikan dengan sertifikasi perkaderan dan atau surat keterangan dari--
pimpinan Partal kahwa yang biarsangkutan permah menglkuti perkaderan -
dan atau sural pernyataan bahwa yang bersangkutan akan mengikuti ——

perkaderan Partal; -
5. Bagi anggots atau toknh masyarakat yang sedang menjedi anggota ——

lagislatif atau eksekutif harus melunasi kewajiban konstribusinya sesual-—
£

ketentuan yang d'tetapkan oleh Partal yang dibuktikan dengan tanda——

pemibayaran atau berdasarkan sirat keterangan dari pimpinan Partal ---—

seternpat atas dasar laporan dari Bendahara;
| 6. Bagl anggota yang pemah diberhentikan olah Dewan Pimpinan Pusat——
sebagal anggota Partal harus mendapatkan rehabllitasi terlebin dabwilu --—

yang. dibuktikan dengan keputusan Partai; -
| 7. Untuk menjadi pengurus harlan dewars pimpinan Partai disetlap tingkatan

harus permah membaktikan diri sebagal pengunus Partai 1 {satu) tngkat di
bawahnya minimal dalam 1 (satu) periode kepengurusan atau

sedang/pernan manfad anggotz legislatiffeksekutif;
8. Ketentuan tentang syarat nengurus Partal sebagatmana pada ayat (1), —
ayat (2), ayat (3), ayat {4} ayat (5) ayat (6), dan ayat (7) dlatur lebdh --—

lanjut dalam peraturan Fartai.

Pasal 44 -

Kewajiban Pengurus Partal

1. Taat dan patuh pada keputusan, ketentyan, dan aturan Partai; -

-2. Melaksanakan tugas pokok dan fungs! pengurus;

N -



@ﬁf mengikuti rapat pengurus dan kegiatan Partai;
4. Melaksanakan tugas yang dibertkan oleh Partai;

5. Melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan Partai; -

6. Menjaga nama baik, citra din kehormatan Partai;

7. Aktit menyampaikan pernyataan, pendapat, dan opini melaiul media masa,
media sosfal maupun pertemuan tatap mula yang dapat meningkatkan -—

citra dan kehormatan Partal dl tengah masyarakat,

Pasal 45

Larangan Pengurus Partdi -~

1. Melakukan rzngkap jabatan balk secara struktural mauvpun secara

fungsional atdu larangan 13in yang diatur berdasarkan ketentuan

perundang-urdangan; o
2. Membantu Partal 12in dan atau anggota Partal [in dalam kontestas) ~—-----

| Pemilu;
3. Melakukan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, dan atau jabatan —-
[ unituk kepentingan pribadi atau gotongan;
I#. Melakukan tindak pidana dan atau perbuatan tercela vang terbukt! secara

hukuem dan berakibat merugikan nama baik Partal.

Pasal 46

Masa Pengurus Bakt
1. Masa bakt] kepengurusan selama-lgmanya 5 {lima) thun dan sesudahnya

dapat dipiih kemball berdasgrkan keputusan permusyawaratan Partai; —
2. Masa bakti pengurus berakhir pada saat terpilibnya kepengurusan bary -

| herdasarkan keputusan permusyawaratan Partat;

- Pasal 47

| ——-Pengesahan Pengurus Partai

N\




@rat Keputusan Pengesahan penguris harian Dewan Pimpinan Pusat-—
dlizkukan berdasarkan

3. Keputusan rapat Ketua Umum/Ketua Formatur dan anggota formatyr —

hasi Kongres;
[ b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditahdatangan okef —----

l Ketua Umum dan Sekretarls Jenderal Dewan Pimpinas Pusat, «——-——-—

| 2. Surat Keputusan Majelis Penasthat Partal Dewan Pimpinan Pusat dilakukan
bergdasarkan :

a. Keputusan Ketua Majelis Penasihat Partal Dewan Pimplnan Pusat;——

‘I .
b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditand2tangani oleh ---—

I Ketua Umum dan Sekretaris Jehderal,

| 3. Surat Keputuson Pengesahan Mahkamzh Partai dilakukan berdasarkan © -
| 2. Keputusan Ketua Mahkamah Partai terpillh, Ketua Umurm/Ketua ——-
Formatur terpilih, Ketua Majelis Panasihat Partai terpilth dan Ketua*--l

Pewan Kehormatan;
[ D. Surst Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani cleh-----

| Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
] 4, Surat Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Majelis-————

Penaslhat Partai Dewan Pimpinan Wilayah dilakukan berdasarkan : ——--——-

a. Surat Keputusan Dewan Pirpinan Pusat yang ditandatangan oloh Kehuz
Umum dan Sekretaris Jendera! selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari
sefak usulan Pengeszahan pengurus diterima pleh Dewan Pimplnan Pusat
yang digjukan oleh Formatur terpilthh dalam Musyawarah Wilayah setalat

memenuhl persyaratan ;

(1) Berlta acara Musyawarah Wilayah; —

(2} Berita acara rapat formatur vang ditandatangani sedlkitnya setangar

=M -



@h satu dart jumiah anggota formatur;
l (3} Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatengani -~

berita acara, dibuat berita acara alasan penolzkan

penandatanganan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota —

formatur yang tidak menandatengani berita acara;

I (4) Surat pernyataan kesedlaan menjadi perigurus oleh anggotg --—--—-

| pengurus yang diusulkan.
l b. Dewan Fimpinan Pusat dengan alasan kuat yang dapat dibuktikan -—-
bahwa usulan tersebut masih memlliki kekurangan, kelemahan dan----
atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Portai setielah -——-o--
diputusican dalam rapat harlan, dapat menunda menerbitian Surat—
Keputusan Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah dan -
Majelis Penasihal Partai Dewan Pimpinan Wilayah tersebut untuk———
selanjutnya diperbalkl dan diajukan kembali selambat-iambatnya 15 —

(limabelas) har setelah adarya surat pemberitahuan darl Dewan

Pimpiman Pusat .

- I 5. Surat Pepgesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Mejefis —

Penasihat Partai Dewan Pimpinan Daerah dilakukan berdasarkan !
a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangant oleh Ketuz

Umum dan Sekretars Dewan Pimpinan Pusat selambat
lambatrya 30 (tigapuluh) hari sejak usulan Pengesahan pengurus---—--
diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat yang diajukan oleh Formatur—-

templlih dalam Musyawarah Daerah satelah mandapatkan sura .

rekomendasl dari Dawan Pimpinan Wilayah dengan terleblh dahuly ———

memenuhl persyaratan sebagal berikut :

(1) Berita acora Musyawarah Daerah; ~——
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(z; Berlta acara rapat formatur yang ditandatangani seicikitnya setengat
[ leblh satu dan jumlah anggota formatur; —-eswr e maem ———

I {3) Dafam hal adanyz anggota formatur vang bidak menandatangani —

berita acara, dibuat berita acara alasen penoiakan
penandatanganan dengan penuh anggung jawab cleh anggota —

formatur yang tidak menandatangani herita acara;
I {4) Surat Pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh andgota-——-—-

] pengurus yang dlusulkan,

{5) Ketentuan lebib lanjut diatur dalam Paraturan Partal.
[ b. Apabila dalam waktu 14 (empat“belas} har! surat rekomendasi Dewan
Fimpinan Wilayeh belum ditefbitkan dan semua persyaratan pengajuan
telah tarpenuhi, Dewan Pimpinan Pusat menetapkan Surat Keputusan

Kepengurusan Dewan Pimpinan Baerah

6. Surat Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang da.n Mejalls
Penaslhat Partal Dewan Pimpinan Cabang dilakukan berdasarkan : --------
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah yang ditendatangan! oleh--

Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah
selambat-lambatnya 3¢ (tigapuluh) harl sefek usulan Pengesahan———
perigurus diterima oleh Dewan Pimpinan Wilayah yang diajukan oleh—
Formatur terpllih dalam Musyawarah Cabang setelah mendapatkan----
surat rekomendasl dari Dewan Pimpinan Daerah dengan tertefih———

dahulu memenuhi persyaratan sebagal berikut :

(1) Berita acara Musyawarah Cabang;
(2) Berita acara rapat formatur yang ditandatangani sediidinys setengal

tebth satu dart jurmiah anggota formatur; -

{3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangant ---

« .



berita acara, dibuat bertta acara alasan penolakan —-—-wereee— —
penarkiatanganan dengan penit tanggung jawab cleh anggota --—

formatur yang tidak menandatangani herita acara:

I (4) Surat Pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota——-—-

| b

[ pengurus yang diusulkan; =
Apabila dalam waktu 14 (empat balas) hasi surat rekomerxias! Dewan
Pimpinan Daerah befum diterbitkan dan semua persyaratan pengajuan

tefah terpenuhi, Dewan Pimpinan wilayah menetapkan Surak --—-—---

Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang

7. Surat Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting dan Mejelis ———

Penasihat Partai Dewan Pimpinan Rankirg dilakukan berdasarkan :

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah yang ditandatangan] oleh -

Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah
selambat-lambatnya 15 (limabelas) har sejak usulan Pengesahan—
pengurus diterima oleh Dewan Pimginan Dzerah yang diajuiken oleh---
Formatut terpilth dalam Musyawarah Ranting setelah mendapatkane-—-
surafrekomendasi darl Dewan Pimginan Cabang dengan terlehlh -——

dahulu memenuni persyaratan sebagal berikut :

(1) Berita acara Musyawarah Ranting; -
(2) Berita aczra rapat formatur yang ditandatangan| sedikitnva setengat

l febih saty darl jJumlab anggota formatur;

l (3) Dalam hal adanya anggota fvmatur yang tidak menandatangani -—

berita acara, dibuat berita acara 2lgsan penolakan

penandatanganan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota —

formatur yang tidak menandatangani berita acara:

Q.-‘-urat Pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggo@—~——-

- M -



éﬂgums yang diusulkarn, -

[ b. Apabila dalam waktu 14 (ampat belas) hari surat rekemendasi Dewan

Fimpinan Cabang belum diterbitkan dan semua persyaratan pengajuan

tetah terpenuhl, Dewan Pimpinan Daeraly menetapkan Surat

Keptiusan Kepengunssan Dewan Pimplnan Rantng, --—
8. Surat Pengesahan Pengurus Pimpinan Rayon dan Subrayon beserta——-—
Maielis Pertimbangan Partat Pimpinan Rayon dan Subrayan PAN ditakukan

berdasarkan :
[ 8. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang yang ditandatangan oleh--
Ketua dan Sekretaris Dewan Pimﬁnan Cabang setambat-lambatnya —
15 (Mmabeias) hari sejak usulan Pengesatan pengurus diterima oleh —
Dewan Pimpinan Cabang yang diajukan cleh Formatur terpiiih dalam—
Musyawarzh Rayon dan Subrayon setelah memanuhi persyaratan ; —

{1} Berit2 acara Musyawarah Rayon-dan Subrayon; ——-

(2) Berita acara rapat formatur yany diandatangani sedikitnya setengal

lebih satu dari jumiah anggota formatur; rrase

| (3} Dalam hal adanya anggota fortmatur yang tidak menandatangani -—

berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan
penandatanganan dengan penuh Baggung jawab oleh anggots -—

formatur yang tidak menandatanganl berita acara;
| (4) Surat Pemyatzan kesediaan menjadi pengurus oleh anggots————

‘ pengurus yang diusulkan; -
l b. Apabilz dalam wakbu 14 (empat befas) hari surat rekomendasi Dewan

Pimpinan Ranting belum diterbitkan dan semua persyaratan
pengajuan telah terpenuhi, Dewan Pimpinan Cabang manetapkan -—

Surat Keputusan Kepengunssan Dewan Pimpinan Rayon dan Subrayon.
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th Pengasahan Pengurus Pimpinan Perwakilan Luar Negar dan -—--—-

| b.

Majelis Pertdmbangan Partal Pimpinan Perwakilan Luar Negeri PAN «-~------

dilakukan berdasarkan : -

Sarat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh —
Ketua Urmum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat selambat-
lambatnya 15 (imabelas) hart sejak usulan Pengesahan pengurys —---
diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat yang diajukan oleh Formatur—---

terpilin dalem Musyawarah Perwakilan Luar Negert setelah memenuhl-

persyaratan ;

(1) Berita acara Musyawarah Perwakilan Luar Negeri;
(2) Berita acara fapat formatur vang ditandatangant sedikitnya setengat
lebif satu darl jumiah anggota formatur;

(3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani -—

berita acera, dibuat berita acara slasan penolakan
penandatanganan dengan penuh tanggung jawab cleh anggota -—
forratur yang tidak menandatangani berita agara;

(4) Surat Permyataan kesediaan menjadi pengurus cleh anggots———

‘ pengurus yang diustikan;
Dewan Fimplinan Pusat dengan alasan kuat yang dapat dibukdikan—-—
bahwa usulan tersebut masih memilikl kekurangan, kelemahan dan ---
atau bertantangan dengan kefentuan-ketentuan Partai setelah —-—
diputuskan dalam rapat haran, dapat menunda menerbitkan Surat—

Kepltusan Pengesahian Kepengurusan Pirapinan Perwakifan Luar
Negerl dan Majelis Pertimbangan Partal Pimpinan Perwakilan Luar --—

\Nege ri tersebut untuk selanjutnya diperbaikl dan dizfukan kembafl-——-



selamtrat-lambatnya 15 (limabelas) har setelah adanya surat —eeeeees

pemberitahuan gari Dewan Pimpinan Pusat.
10. Ketentuan jebih [anjut mengenai Pimpinan Fartal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2}, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat {B), avat (7), -

avat (8), dan ayat {9), diatur dalam Peraturan Partal.

---Pasal 48

Susunas Kaperigursan

1. Secara fungsiona! Partal dikelola oleh Dewan Pimpinan Partai, Majelis-—-

‘ Penasihat Partai dan Mahkamah Pariai; ————————----—=---~+-sereim -

2. Dewan Pimpinan Partai terdiri dart unsur Pimpinan Partai;

3. Unsur Pimplnan dl tinokat Dewait Pimpinan Pusat adalah :
J a. Pengurus harlan yang terdin atas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, —-
| Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua-ketua Badan, Wakil----—

’ Sekretaris Jenderal, Bendahara;

b. Wakil Ketua Umum sebanyak-banyaknya 5 {lima) orang;

. Ketua Badan sasuai dengan pembagian tugas pada bidang-bidang ——

‘ tertenty;
| d. Wakil Sekretaris Jenderal sesuai dengan jumiah pembragian tigas pada

bidang-bidang tertenty;
] e, Ketta Departemen berdasarkan pembaglan tugas pada hidang-bidang-

tertenty;

| . Unsur Pimpinan 4i tingiat Dewan Pimpinan Pusat waijib terdid atas 30%

percmpuarn;
4. Pembaqian tugas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana dimaksud ——
pada ayat {3) terdir atas bidang Internal dan Eksternal mefiput} ; ———

1. Badan Pengembangan Drganisast dan Keanggotaan;
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—
2. Badan Perkaderan; —

3. Badan Pemenangan Pemliiu Nasional;

4, Badan Penelitian dan Pengembangan;

5. Badan Pendidikan, Agama dan Kebudayaan;

6. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi

7, Badan Politik, Pertahanan dan Keamanan,—-

8. Badan Konservasl dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam Energi dan---

Lingkungan Hidup; —

9. Badan Penanggulangan Bencana;
1. Bagdan Perigembangarn Koperasl Usaha Mikro, Kecil dan Menengah-—

{UMKM);

11. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; —-

12. Badan Pengembangan Pemuda dan Olahraga;

| 13, Badan Pengembangan Buruh, Tani dan Nelayan;
14. Badan Pemberdayaan Organisasi Mitra dan Organisas| Ctonom (BMQ);

. 15, Badan Sistem Informasi dan Komuntkasl Partal;

16. Badan Saksi Nasional;

' 17. Badan Luar Negeri;

18. Badan Industrl Perdagangan.
’ 5. Jumiah Pengurus Harian Dewan Pimplnan Pusat terfeblh dahuius—eweee—
| dikonsuitasikan dengan Ketua Majelis Permsthat Partal, untuk Dewan —

Pimpinan Wilayah, dan Dawan Pimpinan Daerah disesualkan daarab ——

masing-masing,
! 6. Unsur pimplnan dt tngkat Dewan Pimplnan Pusat adaiah pengurus harlan

dan Ketua Départernen berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang

_Jertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dawan Pimpinan Pusat,

——
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—

q;th Pembina Wilayah (PANWIL) sebagai sarana koordinasi struktura

Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan--——

Pimpinan Daerah; -
7. Unsur pimpinan di tingkal Dewan Pimpinan Wilayah adalah pangurus--—
harlan sebanyak-oanyaknya berjumiah 35 (tgapulub lima) dan Keha--——
bire berdasarkan pembegian tugas peda bidang-bidang
tertentu sehagaimana struktur pembidangan pada Dewan Pimpinan Pusat,

ditambah Pembina Daerah {PANDA) sebagai sarana koardinasi struktural -

Dewan Pimpinan Wiayah dengan Dewan Pimpinan Daeraly;

8. Unsur pimpinan 4l tingkat Dewar PfEnpinan Daerah adalah pengurus
haran sebanyak-banyaknya berjiimiah 25 (duapuluh fima) dan Ketya---—-
bagian berdasarken pembaglan tugas pada Hidang-bidang tertenty ——
sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan Plmpinan Wilayah, —~——
ditambah Pembinz Cabang (PANCAB) sebagal sarana koordinas! struktural

Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Pimpinan Cabang;
8, Unsur pimpinan dl tingkat Dewan Pimpinan Cabang adalah pengurus ——
hariain dan Ketua seksi berdasarkan pembagian tugass pada bidang-bidzng
tertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan Pimpinan--—-—
Daerah, ditambah Pembina Ranting (PANRAN) sehagai sarana koordinast -

Struktural Dewan Pimpinan Cabang dengan Dewan Pimplnan Ranting; -—
Lu. Unsur pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Ranting adaiah pengurus—---
harian dan Ketua unit berdasarkan pembagian tugas pada hidang-bidang-
tertentu sebagaimana struldur pembidangan pada Dewan Pimpinan

T

Cabang, ditzmbah Pembina Rayon (PANYON) sebagai sarzna koordinasi —

| struktural Dewan Pimpinan Ranting dengan Dewan Pimplnan Rayon dan -

Subrayoh;
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11. Unsur pimpinan di tingkat Pimplnan Rayon dan Subrayon adalah =-——w.-

pengurys harian dan Ketua sub unit berdasarkan permbagian tugas pada--
bidang-bidang tertentu sebagaimana struktur pembicangan pada Dewan -

Pimpinan Rambing,;
‘ 12, Unsur pimpinan di tingkat Pimpinan Perwakilan Luar Megeri adalah ~--——
pengurus harian dan Ketua biro berdasarkan pembagian tugas pada ——--
bitlang-bldang tertentu sebagaimana strsktur pembidangan pada Dewan -

Pimpinan Pusat;
13. Dalam pengelolaan Partal, Dewan Pimpinan Partal dapat méembeiuk ——

panitia kerja atau komite aksi yang bersifat aif foc dalam kegiatan

tertenty;

14. Dewan Pimpinan Witayah dan Dewan Pimpinan Daerah dapat—
| mengusulkan pengangkatan Ketua Pelaksana Harlan sesual kebutuhan ——
dalam pengelolaan arganisast dan pelaksanaan program kerfa Partaf; —---
15. Ketentisan tentang Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Kepengurusan —
sebagaimaa dimaksud pada avat (1), (2), (3), (4), (5), (6}, (7), (8); (9)i-
{(10), {123}, {13} dan ayat (14) diatur lebth lanjut dalam Peraturan Paral.--

Pasal 49

Panggantian Pengurus

1. Pada Prinsipnyas penggantian pengurus Partal di semua tingkatan—

dilaksarekan lima tahun sekail;
2. Penggantian pengurus dilaksanakan dajam permusyawaratan dan-——--
dlilakukan serah fabatan pada akhir acara permusyawaratan dengan —

dllengkapt berita acata;
3. Pengurus dewan pimpinan Partal, Majelis Penasihat Partai, dan Mahkamah

Partai karena hal-hai tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat -

‘-N"'“*‘.,_ ..
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diganti, kecuali Ketua Umum Dewan Pimpiran Pusat, Ketua Majsdis

Penasihat Partal Dewan Pimplnan Pusat dan Ketua Mahkamah Partal; -——
4. Penggantian pengurus karena hal-hal tertentu yang dapat ———----—
dipertanggungjawabkan, dibcrhentian, mengundurkan dir, tidak akti# dar
atay bertafangen tetap dengan alasan tertenty ditetapkan datam ——---m
penggantian antar wakiu setelah terlebih dahuiu diputuskan penetapan —

jabatan lowong dalam Rapat Pleno;

5. Pengisian jabatan kasong dan penogantian antar waktu pengurus
ditetapkan nieh Dewan Pimpinan Partal untuk selanjutnya diterbitkan Surat

Keputusan penggantian pengurus ar:ii:-lr wakii;
l 6, Apablila Ketuz Umum/Ketia berhgfangan tetap, meninggal dunia,——--—-
diberhentiian dafam mas sabu tahun sebelum pemilu dilaksanakan sepert:
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka Ketua/ wakil Ketua ditetapkan

sebagal Ketua Umum/Ketua dalam rapat paripuma dan bekerfa sampal ---

| masa jabatan berakhir;
' 7. Ketentuan tentang penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada —
‘ ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat {4), dan ayat (5) distur lebih lanjut dalzm
‘ Peraturan Partai.

BAS XTI

—————-BADAN PARTAL, LEMBAGA PARTAI, ORGANISASI OTONOM, DAN —--

RANGKAP JABATAN

Pasal 50

Badan Parial

1. Badan Partai wajib menyampaikan taporan hash keglatan secara tertulls —
dan berkala setiap tahun kepada Dewan Pimpinan Partai sesiai-—-seve-—

tingkatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban idnerja;

-Bl .



I'lzj;ftu;a Badan Partat dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partal di-

|

s

V

|

| s,

4,

s,

tingkatannya, —
Ketua Badan Partal berwanang menyusun, menetapkan dan mengubah —-

kompuosisi, struktur dan personalia Badan Pariat dengan berkoordinasl—-

dengan Dewan Pimpinan Partal di ingkatannya;
Kompaosisi, struktur dan personalla badan Partal dilaporkan oleh Kepala -
Badan Partal kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya, ——---—~
Masa bakti kepengurusan badan-badan Partai berakhir bersamaan dengan

masa bakti Dewan Pimpinan Padal di tingkatannya;
Setiap Badan Partal harus sucah terbentuk selambat-tambatoya 1 {satu)-—-

bulan setelah Permusyawaratan.

Pasal 51

-~ embaga Partail

. Lembaga Partal merupakan Institusi yang mempunyat kedudukan mandir,

berhak mengatur dan mengelola sendlri kerfa lembisga berdasarikan ——

kﬁam:an"ﬁ.ﬁggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangge;

- kembagg Partai berfungsi melakukan optimalisasi kerja-kerfa Partal melalui

koordinasi, ntegrast, dan sinkronisasi dalam perencanaan,
pengorganisasian dan palaksanaan bugas, keglatan dan pegram guna -—-

menapai juan Partai; -

3. Lembaga Partai memilikd tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: —

a. Melakukan koordinasl, Integrasi, dan sinkronisasi bidang-bidang kegiatar
dan program keria tertentu sesuai dengan kebijakan Partzl, Anggaran--
dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, —
keputusan-keputusan Rapat Karia Nasional, dan keputusan-keputusan -

Partzi lainhya sesual Perafuran Partal;
'--.._____‘___-'




b. Medgkukan pengelahan data, monltoring, dan evaluasi sebagai dasar —
pestimbangan dan rekomendasl terhadap pengambilan keputusan dan -

kebijakan-kebifakan Partai; -

’ €. Melakukan komunlkasi, sosiahisasi Informasi dan edukast kepada-—-----
I konstituen dan masyarakat fuas tentang kebijakan-kebijakan Partai; —

’ d. Melaksanakan kewenangan /ain yang diberikan oleh Anggaran Dasar-——
| dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, keputusan Rapat——

Kerja Nasional, dan keputusan Partal Lalnnya sesual Peraturan Partal.--

4. Lembaga Partal mencerminkan fungs!: -

a. Konsolidas! infrastruktur Partai dan penggalangan massa;

b. Pemenangan Pemilu dan peninigkatan citrs Partal;

€. Artikulas| dan pengawasan terhadap Pemerintahan.
. Setiap Lembaga dipimpin oleh seorang Katua vang langsung bertanggung
jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu sekretarls dan bendahara; —

h T

. Ketentuan tentang Lembaga Partal sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3}, ayst (4), dan ayat (5) ciatur lebih fanjut dalam —

Peraturan Partai.

Pasal 52

i. lLembaga Partal terdin dari :

a. Dewan Kehormatan; -

b. Dewan pakar;

c. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional:

d, SIMPATIK;

€. PANWIL, PANDA, PANCAB, dan PANRAN; —-

d. Organ lain yang dibentuk sesuai kebutuhan Partal,
Qemhaga Par@l di setiap tingkatan Dewan Pimpinan Partal menyesualian
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’ Dengan struktur lembaga Partal pada Dewan Pimpinan Pusat;-----—seec—-—

3. Ketentuan sebagaimana dimaksusd pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih

‘ larrjut dalam Peraturan Partai,

Pasal 53

Dewan Kehormatan

1. Dewan Kehormatan adalah lentbaga Partai sehagai badan khusus yang -

menangani persoalan etika kader dan pengurus Partal, berhak mengatur -
dan mengeiola sendiri unlt kerfanya berdasarkan ketentuan Anggaran --—

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

' 2. Dewan Kehormatar berfungsi membanty Dewan Pimpinan Partat
mieiakukan supervisl dan konsultasi dengan Majelis Penasihat Partat dalam

menanganl promest, penilaian, pangawasan dan penempatan kader di —

jabatan politik;

[ 3. Dewan Kehormatan memillki tugas, wewenang dan fanggungjawab untuk :
| a. Meiakukan penifaian dan pengawasan dalam penempatar iader dl-——

jabatan politlk;
8. Malakukan monitoring dan evaluasi kinerja kader yang ditugaskan ——

Partai; -
C. Melakukan penilaian, dan rekomendasi tindakan terhadap pelanggaran

etika dan penyalahgunaan jabatan;

d. Melakukan tindakan lain sesual kewenangen yang di atur dalam
kebljakan Part@i, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumat Tanggs, ——-
keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputussn Rapat Kerja—--

Nasional, dan keputusan-keputusan Partai fainlya sesual peraturan —

Partal.

wan Kehorratan dipimpin oleh seorang Ketua yang langsung—-----—

-



bertanggung jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu oleh 1 (satu) —

sekertaris dan 9 (sembilan) orang anggota; -
5. Ketentuan tentang Dewan Kehormatan sebagalmana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), ayak (3), dan ayet (4) diatur lebih tarjut dalam praturan -~

Partat, —

Pasal 54

Dewan Pakar

L. Dewan Pakar adalah lembaga Partai sebagai badan khusus yang ——-———
mempunyal kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri -
unit kerjanya berdasarkan ml;entualf Anggara Dasar gan Anggaran Rumah

]

' Tangga; o
‘ 4. Dewan Pakar berfungsi membantu dewan pimpinan Partal melakukar --—

supervisi, akselerasi, dinamisasl, dan optimalisasi kerja-kerjz Partal dalarn

perencanaan, pengorganisasian dan palaksanaan tugas, kegiatan dan -----

| program Par@i di bidang-bidang ertentu guna mencapal tujuan Partai: —-

3. Dewan Pakar memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawal untuk: -—-

| a. Melakukan supervisi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada bidang

Keglstan dan program tertentu sesual dengan kebtjakan Partal,
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-kepistusan -
Kongres, keputusan-keputusan. Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-

keputusan Partal lainnya sesual Peraturan Partal;

b. Melakukan supervisl, pengolahan data, monlitoring, dan evaluasl sebagai

dasar pertimbangan dan rekemendasi terhadap pengambilan keputusan
dan kebijakan-kebijaken Parta pada bidang-bidany bertentu;

€. Melakukan komnunikasl, sosialisasi informasi dan edukasi kepaga—-----

- RS -
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Konstituen dan masyarakat luas tentang kebljakan-kebijalean Partal —

pada bigang-bidang tertenty;
' d. Melaksanakan kewenangan lalnnya yang diberikan oleh Anggaran Dasa

tan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres,
keputusan-keputusan Rapat Kerfa Nasional, dan keputusan-keputusan

Partai Lalnnya sesuat Peraturan Partal,
4. Dewan Pakar dipimpin gleh seorang ketua vang langsung bartanggung—-
Jjawab kepada Ketua Umum dengan dibantu oteh 1 (satu) sekretaris dan 9

(Sernbitan) crang anggota;
5. Ketentuan tentang Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), —
ayat {2}, ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lznjut dalam Peraturan Partai,
—-Pasal 55

»eneeenasnneen— Dewan Instrukiur Pengkaderan Nasionat -—ams

1. Dewean Instruktur Perkaderan Nasional adaizh unsur lembaga Par@l ~——
sebagat badan khusus yang menangan| instruktur Perkaderan Partat, ——
mempunyar kedudukan mandirl, berhak mengatur dan mengelofa sendirl -
unit kerjgnya berdasarkan ketenbian Angoaran Dasar dan Anggaran——

Rumah Tangga;

’ 2. Dewan Instruktur Perkaderan Naslonal berfungst membanty dewan

pimpinan Partali melakukan supenvis), akselerasl, dinamisas! dan
eptimallsasi kerja-kerfa Partal dalam perencanaan, pengorganisasian dan-
pelaksanaan tugas, keglatan dan program Partal dibidang kaderisasl----—-

kepemimpinan Parta| guna mencapai tujuan Partai;

' 3. Dewan Instrukiur Perkaderan Nasional rmemillic tugas, wewenang dan ——

tanggung jawab untuk:

d. Melakukan supervisi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada bidang
"-l-...___-_‘-“
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—
kegiatan dan program kaderisasi kepemimpinar Partal yang berkaltan'

Instruktur perkaderan sesual dentgan kebijakan Partal, Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, —-—----

keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-———F—

keputusan Partal [alnnya sesuai Peraturan Partai;

- Melakukan supervisi, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi sebaga

dasar pértimbangar dan rekpmendasl terhadap pengambilan keputusan

dan kebijakan-kebijalean Partai pada kaderisasl kepemimpinan Partal; —

. Melakukan komunikasi, soslalisas Informasi dan edukasi kepada —-—-

s
konstituen dan masyarakat luas tentang kebijakat-kebljakan Partal pad:

bidang kaderisast kepamimpiridn Partal; , —

- Melaksanakan kewenangan |zinnya yang diherikan oleh Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres,
keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan -

Partal [ainnya sesuai dengan Peraturan Partal.

4. Dewan Instruktur Perkaderan Nasiona! dipimpin oieh seorang Ketua yang

(satit) sekretarts dan 9 (sembitan) orang anggota;

| langsung bertanggung jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu oleh |

5. Ketentuan tentang Dewan Instrukiur Perkaderan Naslonal sebagaimana —

dalam Peraturan Partal,

dmaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat {3), dan ayat {4) dlatur ebih lanjut

Pasal 56

Sistem Pengamanan Taktis Kegiatan

(STMPATIK)

1. Sistern Pengarnanan Taktis Kegiatan {SIMPATIK) adalah iembaga Partai—

‘wm khusus yang mempunyaf kedudukan mandir, berhak
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mengatr dan mendelota sendin unit kerfanya berdasaian ketentuan-—

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

2. SIMPATIK berfungsi membantu dewan pimpinan Partal melakukan

supervisi, akselerasi, dinamisasi dan cptimalisasi kerja-kerja Partal dalar -
perencanaan, pengorganisasian, dan pengamanan petaksanaan tugas, —-
kegiatan dan program Partal di bidang-bidang fertentu guna mencapai----

kujpuan Partal; —--—-

3. SIMPATIK memliiki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk ;| ==—=-m

I a. Melzkukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisast pengamanan hidang-—
kegiatan dar program tertentu sesual dengan kebijakan Partal, ——-——---
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumab Tangga, keputisan-keputusan -
kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-

keputusan Fartal iainnya sesuat Peraturan Partai; -

[ b. Melakukan tindakan pengamanan, pengolahan data, monktoring, dan—
evaluasi sebagal dasar pertimbangan dan rekomendasl terhadap —
pengamtillan keputusan dan kebijakan-kebifakan Partal pada bidang—

bidang tertentu;

f ¢. Melaksanakan kewenangen lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga, keputisan-keputusan Kongres, -—————-

kepuhssan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan kepitusan-keputusan-

1 Partai lainnya sesual Peraturan Partai.
4. SIMPATIX dipimpin oleh searang Komandan yang langsung bertanggung -
Jawab kepada Ketuz Umum dengan dibantu oleh satu orang Kepala Staf—

dan tujuh orang asisten :

&, Asisten 1 bidang intefijen dan pengamanan;

b, Asisten 0 bidang operasi;
—— &




|

[_:Aﬂsten [T bidang parsonalia; -—

d. Aslsten TV bidang logistk; -

e. Asisten V bidang hubungan masyarakat; -————==rcem——— e

f. Asisten VI bidang penelitian dan pengembangar;

g. Asisten VII bidang keputrian,

5. Ketentuan {entang SIMPATIK sebagaimana dimaksud pada ayat {1),--—

ayat {2), ayat (3), dan ayat (4) diatur leblh Jarfut dalam Peraturan Partai.

Pasal 57 —

Pembina Wilayah (PANWIL): S S

. Pembina Wilayah (PANWIL) adalah untsur lembaga Partal sebagal unit kerje

khusus yang membantu Dewan Pimpinan Pusat melakukan konsaligas! -—-
secara struktural dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinian -
Daerah berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-—

Tangga;

- Pemblna Wilayah (PANWIL} berfungsl membantu Dewan Pimpinan Pusat -

melakukan supervisi, koordinasi, akselerasl, dinamisast dan optimalisas) —
keria-kerja Partal dalam perencanaan, pengorganisasian dan polaksangan
tugas, keglatan dam program Partal di bidang-bldang tevtentu qung —--—

mencapai tujuan Fartal;

3. Pembina Wilayah (PANWIL) memiliki tugas, wewenang, dan tanggung —-

jawab untuk !
a. Menjadi mediator dan fasHlitator dalam hubungan antara pimpinan Parta
di tihgkat wileyah dan daerah dengan Dewan Pimplinan Pusat; -

b. Memberikan supervisi den edulasi untuk mendinamisasi kinerja Partai -

wilayah dan daerah;
<. Memberikan laporan dan mastkan kepada Dewan Pimpinan Pusat —-—

~..___\ -B%-



mh’aﬁp masalah-masalah wilayah dan daerah.
][ 4. Pembina Wilayeh {PANWIL) ditentukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan

Pusat {DPP) dengan komposisi sebagal herkut ;
2. Ketua dan Sekretaris PANWIL berasal dart Dewan Pimpinan Pusat (DPP),

b. Anggota PANWIL terciri atas Pengurus Dewan Pimplnan Pusat {DPP), —
anggota Majells Penasifizt Partai (MPP DPP) PAN dan Anggota Legisiatif

dari PAN;
’ C. Ketua dan Sekretarts PANWIL memimpin dan membagi kerja di antara -
anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsl, tugas, wewenang dan

tanggung fawabnya,
5. Ketertian tentang Pembina Wilayah sebagaiinana yang dimaksud pada-—

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam :

Peraturan Partal.

Pasal 58

Pembina Daerah (PANDA)

1. Pembina Daerah (PANDA) adalah unsur lembaga Partai sebagai unit keria
khusus yang membantu Dewan Plmpinan Wilayah melakukan konsolidas] -
secan struktural dengan Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan ketentuan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangoa;
2. Pembina Daarah (PANDA) berfungsl membantu Dewan Pimpinan Wilayah-

melakukan supervisi, koordinasi, akselerasi, dinamisasi dan optimaiisast—-
kerja-kerja Partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan
tugas, kegiatan dan program Partai dj bidang-bidang tertentu gung ———-

mencapai wjuan Partai;
{ 3. Pembina Daerah (PANDA} memiitki tugas, wewenang dan tanggung jawab
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ra. Menladl mediator dan faslitator dalam hubungan antara plimpinat Partai

' di tingkat daerah dan cabang dengan Dewan Pimpinan Wiayah; —----
l b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja Partai dl

’ daerah dan cabang; -—
| ¢. Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah —-

’ terhadap masalah-masalah daerah dan cabang;
4. Pembina Daerah {PANDA) ditentukan oleh Rapat Plenc Dewan Fimpinan --

Wilayah (DPW) dengan komposisi sebagai berikut :

3. Ketua dan Sekretaris PANDA berasal dari Dewan Pimpinan Wikayah -----

, {OPW);
1 b. Anggota PANDA terdir atas Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah {DPW),
anggola Majells Penasihat Partai WHayah (MPP DPW) PAN dan Anggota

Legisiadif darl PAN;
‘ ¢. Ketua dan Sekretaris PANDA memimpin dan mambagl kerjz ¢l antara—-
anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan
tanggung fawabnya,
[ 5. Ketentuan fentang Pembina Daerah sebagalmana diatur pada ayat (1), —
ayat {2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

-es Pasal 59

Pembina Cabang (PANCAR) —

1. Pembina Cabang (PANCAE) adalah unsur lembaga Partal sebagat unit kerfa
khusus yang membantu Pimpinan Daerah melakukan kensolidas! secara —

struktural dengan Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan ketentuan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanqgs;
2. Pemyina Cabang {PANCAB) berfungst membantu Dewan Pimpinan Daerah

melakukan supervisl, koordinast, akselerasi, dinamisasl dan eptimalisasl —
"‘-\,__‘_ 4.
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keria-kerja Partat dalam pearencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaa

tugas, keglatan dan program Partai dl bidang-bidang tertentu guna

mencapal lujuan Partaj;

l 3. Pembing Cabary (PANCAB) memiliki tugas, wawenang dan tanggung—

jewab untuk :

d. Menjadt mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan Partai
‘ di tingkat cabang dan ranting dengan Dewan Pimpinan Daerak; ————
b, Memberikan supervisi dan edukasl untuk mendinamisasi kineria Partal-dt

cabang dan ranting;

c. Memberikan faporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Dacrah -—

terhadap masalah-masalah @bang dan ranting.
4. Pembina Cabang (PANCAR) ditentulan cleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan

Daerah (DPD) dengan komposisi sebagal berlkut :
a. Ketua dan Sekretaris PANCABR berasal dari Dewan Pimpinan Daerah——

(DPDY;

b. Anggota PANCAB terdiri ates Pengurus Dewan Fimpinan Daerah (DPD),
anggata Majelis Penasthat Partal Daarah (MPP DPD) PAN dan Anggota -

Leglsiatf dan PAN;
1 ¢. Ketup dan Sekretaris PANCAB memimpin dan membag kerja di antara -
anggota-anggatanya dalam melaksanakan fungsl, tugas, wewenang dan

tenggung jawabnya.

5. Ketentuan tentang Pembina Cabang sebagaimana yang dimaksud pada —

ayat (1), ayat {2), ayat (3}, dan ayat (4) diatur leblh fanjut dalam

Peraturan Parial.

Pasal 60

Pembina Ranting (PANRAN)

g3



‘—L:mhina Ranting {PANRAN) adalah unsur lembaga Partal sebagai unit kerf:
khusus yang membantu Dewan Pimpinan Cabang meiakukan konsolidasi -
setara struktural dengan Dewan Plimplnan Ranting berdasarkan ketentuan

| Anggaran Dasar dan Anggardn Rurmah Tangga;
|1 2. Pembina Ranting (PANRAN) barfungs! membantu Dewan Pimpinan Cabang
melakukan supervisi, koardinasi, akseleras!, dinamisas! dan optimatisas! —
kerja-kerja Partal dalam perencanaan, pengorganisaslan dan pelaksanaan

tugas, kegiatan dan program Pastal di bidang-bidang tertentu guna -——

mencapai tWwjuan Partat;

| 3. Pemblna-Ranting (PANRAN) memiliki tugas, wewenang dan tenggung —-

jawab untuk :

8. Menjadi mediator dan fasilitator datam hubungan antara pimpinan Parta:

dl tingkat ranting dan rayan dengan Dewan Pimpinan Cabang;
‘ b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisast kineria Partai di

ranting dan rayon;

‘ C. Memberikah"féparﬂ dan masukan kepada Dewan Pimpinan Cabang —

‘ terhadapimasaiah-masalah ranting dan rayon.
4. Pembina Ranting (PANRAN) ditentukan oich Rapat Pleno Dewan Pimginan

Cabang (DPC) dengan komposlsi sebagal berikut :

3. Ketua dan Sekretaris PANRAN berasal dari Dewart Pimpinan Cabang -

(DPCY;
’ b. Anggota PANRAN terdir] atas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC),
anggota Majalls Penasihat Partai Cabang (MPP DPC) PAN dan Anggota-

Leglslatif darl PAN;

|

€. Ketua dan Sekretaris PANRAN memimpin dan membagi kerfa di antara-

anggotz-anggatanys dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan
--_‘*"-i-._.__
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Enggung Jawabnya.

l 5. Ketentuan tendang Pembina Ranting sebagaimana yang dimaksud pada —

ayat (1}, ayat (2), ayat (33, dan ayat (4} diatur keblh lanjut datam --—--

Peraturan Partat.

Pasal 61

Pembina Rayon dan Subrayon (PANYON)

. Pembina Rayon dan Subrayon (PANYON) adalah unsur lembaga Partai -~—

sebagal unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Ranting ——-
melakukan konsolidasi secara struktural dengan Pimpinan Rayon dan-—-—
Subrayon berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah—

Tangga;

. Pembiina Rayon dan Subvayon (PANYON) berfungst membantu Dewan-----

Pimpinan Ranting melakukan supervisl, koordinasi, akselerast, dinamisasi -
dan optimalisasi kerja-kerja Partai dalam perencanaan, pengorganisasian -
dan pelaksanaan tugas, keglatan dan program Partal di bideng-bidang —

tertentu guna mencapai tufuan Partai,

. Pembing Rayen dan Subrayon {PANYON) memllik tugas, wewenang dan —

tanggung jawab untuk :
a. Menjad mediatar dan fasliMator dalam hubungan antara pimpinan Parta
di tingkat rayon dan Subrayon dengan Dewan Pimpinan Ranting;-—-----

b. Membrerikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja Partai di

rayon dan subrayon;

¢. Memberikan laparan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Rantng—-

terhadap masalah-masalah rayon dan Subrayon.

Jiemblna Rayon dan Subrayon (PANYON) ditentukan oieh Rapat Pleng-—-



ﬁn Pimpfnan Ranting {DPRt) dengan komposisi sebagai berikut
8. Ketua dan Sekretaris PANYON berasal darl Dewan Pimpinan Ranting —-

‘ {DPR);
' |
| b.Anggota PANYON terdirl atas Pengurus Dewan Pimpinan Rarting (DPRE)
| anggota Majefis Penasihat Partal Ranting (MPP DPRE) PAN dan Anggoi

l Legistatif darf PAN; -
' €. Ketua dan Sekretaris PANYON memimpin dan membagl kerja di antara-

anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan

anggung jawabnya,
5. Katentuan tentang PANYON sébagalmana yang dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut datam Peraturan Partai.

| - Pasal 62

-— Organisasl Otonom -
1. Organisasi Otonom adalah badan khisus yang mempurwai kedudukan —
mandin, berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkar
ketertuan Argdaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Platform, Garis

Perjuangartdan kebijakan Partai;

‘ 2. Organisasi Otonom berfungs! membantu dewan pimptnars Partal melakukar
konsolidas, akselerasl, dinamisas! dan optimailsasi kerja-kerja Partal-——a
dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan --
dan program Partai di hidang-bidang dan atau kelompok-kelompok -———

tertentis guna mencapal tjuan Partai;
3. Organisas] Otonom memiliki tugas, wewerrang dan tanggung jawab untuk :
a. Melakukan koordinasi, Integrasl, dan sinkronisasl pada kelompot

kelompok, bidang-bidang kegiatan dan program bertenty sesusl dengan

Platform, Garis Perjuangan dan kebijakan Partal, Anggaran Daser dan--
H""'n_.,__h_' e




|

Anggaran Rumah Tangna, keputusan-keputusan Kongres, keputusan

keputusan Rapat Kerja Nasionai, dan keputusan-keputusan Partaj ——

lainnya sesuai Peraturan Pari;
‘ b. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirast kelompok —
kelompok masyarekat mekalui komunikasi, sosiallsasi Informasi dam -—--

edukas! tentang kebijakan-kehifakan Partal pada bidang-bidang tertentu

c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar
dart Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, ~—--—-
keputusan-keputuisan Rapat Keria Nasional, dan keputusan-kepistusan -

Partzl lainaya sesuai Peraturan Partal,

4. Organisasi Otonom bisa dibentuk di setiap jenjang dewan pimpinan Parts!

‘ berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;

5. Ketentuan tentang Organisasi Otonom diatur lebib lanjut datam Peraturan

Partal.

Pasal 63

Rangkap Jabatan
Secara strgktural pengurus Partai dilarang merangkap fabatan dalam setiap -

lenjeng kepengurusan, serta dengan jenjang kepengutusan di atas atau di -

bawahnyz.

BAB X1I

MATELIS PENASIHAT PARTAI

Pasal 64

1. Mafelis Penasihat Partai (MPP) dibentuk dl tingkat pusat dan disebut——
Majelis Penasinat Partal Pusat, di tingkat Provins! disebut Majells Penasihat
Partal Wilayah, di tingkat daerah disebut Majells Penasehat Partal Daerah,

di tingkat bang disebuf Majelis Penasihat Partal Cabang, di tngkat-—---—

— -



--"""--‘-‘
] ranting disebut Majelis Penasihat Partal Ranting; ----

' 2. Jumiah anggota Majelis Penasihat Partai di tingkat pusat terdin atas -
sebianyak-banyaknya 30 (ligapuluh) orang, tingkat witayah sebanyak ---—-
banyaknye 25 {duapuluh lima) orang, tingkat daerah sebanyak-baryaknya
20 (duapuiuh) orang, tingkat cabang sebanyak-banyaknya 15 {limabelas)-

orang, tingkat ranting sebanyak-banyaknya 10 (seputuh) orang; ———--
‘ 3. Kepengurusan Majelis Penasinat Pastai terdin atas Ketua, Wakil Ketua, —
Seakretaris, Wakll Sekretaris, Bendahara, dan Anggota-anggota berdasariar

Kabutuhan;

I
, 4. Mekanisme kerja Majelis Penasthat Partai meliput] ;
' & Mekanlsma pengambifan keputusan internal dapat dilakukan secara —

’ aklamasl atau voting;
{ b. Mekanisme pengawasan kepada plmpinan Partal dapat dil2kukan ---——-

melalul;

1) Surat tertulis kepada pimpinan Partal;
2) Melalul perternuan konsultasi yang rutin atay insidental atay melalui

rapat#apat pimpinan atas permintaan pimpinan Badan dan disetujui
[ oleh pimpinan Partai.

3. Seluruh aktivitas mejelis dalam melaksanakan tugasnya menjadl tanggung
jawab dan memperoleh dukungan dari sekretariat pimpinan Partai; —--—-=-e
’ b. Masa bakt anggota Majelis Penasihat Partal sama dengan masa bakli —~—-

dewan pimpinan Parta);
) 7. Ketertuan tentang Majells Penasihat Partai sebagaimana yang dimaksud—
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (S), dan ayat (6) diatur -—
lebih lanjut datam Peraturan Partal. -

BAB X111

N




MAHKAMAH PARTAL

—---Pasal 63

1.

Ketua Mahkamah Partai dipilin 8] Kongres;

2. Anggotz Mahkamah Partal dipilih oleh Ketua Mahkarsiah Pariai terpilib, -—

N —

Ketira Umnum/Ketua Formatur terpilih, Ketua Majelic Penasihat Partai—---

terpilify, dan Ketua Dewan Kehormatan: —

- Maftkamah Partai (MP) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang

Berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak politik ——-

anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan——-—~-—--
kewenangan, pertanggungiawaban keuangan, dan atsu keberatan ——

terhadap keputusan Partal politik;

- Penyeiesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus———

diselesaikan paling lambat 60 {enampuiuh) harl sejak penerimaan berkas-

pengaduan atau gugatan; -

. Putusun Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal —-—

dalam hal'persehsitan yang berkenaan dengan kepengurusai; —————e——

. Mahkaigah Partai harus melaporkan hasil kerfanya df dalam Rakernas; ——
- Ketentuan tentang Mahkamah Partsi sebagaimana dimaksud pada ayat —

(1), ayat (2), ayat (1), dan ayat {4) dlatur lebih lanjut galam Peraturan—

fartai.

BAB X1V -

FRAKSI

Pasdl 66

sehagai mitra koalis!;
-‘—-‘-""N..._‘_‘

. Fraksl adalah perjuangan Partai d lembaga legislatif yang dibentuk oleh —

Dawan Pimpinan Partal atau sebagal fraksi gabungan dengan Partaf fain --




!—:t:r;k'si mempunyal kedudukan seml otonom, berhak mengatur dan —-——
mengeiola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar —

dan Anggaran Rumah Tangga; -- —ne
' 3. Fraksi berfungsi memperjuangkan dan mewujudkan kebijakan-kebijakan-
| Partai di Lembaga legistatif malalul akseterasi, dingmisasi dan optimmalisasi

pragram Partai t bidang-bidang tertentu guna mencapat tujuan Partai; —
|
4. Fraksl memifiki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk

—

| 2. Metakukan koordinasi, Integrasl, dan sinkronlsasi pada bidang keglatan
dan program tertertu sesj dengan kebljakan Partal, Anggaran Dasar-
dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keéputusan Kongres,
keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasianal, dan keputusan-keputusan -
Partal lalnnya sesual Peraturan Partal untuk diperjuangkan dl lembaga -

legisiatif;
) b. Melakukan kansultasi, pengolahan data, laporan tertulis setlap masa —
sidang, monitoring, dan evaliasi sebagal dasar pertimbangan dan ——
rekomendasi Wp pengamiillan keputusan dan kebljakan-kebijakan
Partai patia bidang-tidang tertentu;
’ c. Melakukan kemunikasi, soslalisast informasi dzi edukast kepadg—-——

konstituen dan masyarakat luas tentang kebijakan-kebijakan Partal —

pada bldang-bidang tertentu yang diperjuangkan di lemnbaga legisiatif; -

|

—

d. Khusus untuk Fraks! gabungan, melaksanakan kesapakatan
kesepakatan antar-Partal di lembaga legislatif setelah melaksanakan—

————

1 koordinas| dan konsulasl dengan Dewan Pimpinan Partal;

| e Melaksanakan kewenangan lainnya yang-diberikan cleh Anggarn Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, ~——---——
——



keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan -

Partai lalnnya sesual Peraturan Partal.

5. Pimpinan fraksi DPR RI dibentiik dan ditetapkan oleh DPP;
6. Pimpinan fraksi terdiri atas seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorarig -
wakll Ketua, seorang sekretaris dan sekurang-kurangnya seorang wakil —-
sekretarts, bendahara dan sekurang-kurangrya seorang wakil bendahara;

' 7. Pimpinan dan anggota frakst wajib tunduk, taat dan patub kepada -=-aeee

kebijakan dan ketenhuan-ketentuan Partai;

-

] 8. Kebtuz fraksi PAN DPRD Provinsi ditetapkan cleh DPP, dengan

mempertimbangkan usulan DPW;
] 9. Ketua fraks! PAN DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan ofeh DPP, dengan —~-
mempeartimbangkan usulan DPD; —

l 10. Ketentuan tentang Frakst sebzgaimana dimaksud pad ayat {1), (2), (3), -
(4), (5, (6), (7), (8), dan ayat (9), diatur leblh lanjut dalam Peraturan —

BAS XV

———-—=MEKANISME KERJA DAN HUBUNGAN KERJASAMA-

& Pasal 657

Mekanisme Kerja

1. Keputusan dan kebljakan politik yang terpengaruh kepada masyarakat .dar
Pernerintalt yang akan ditetapkan olet Fraksl di lembaga lagislatif dan----
kader df lembaga eksekutlf dalam setiap tingkaton wajlb melakukan ~—---—
koardinas! secara struktural dan fungsional untuk seianjutnya diproses -—
malaiut makanisme pengambilan keputosan di Partai;
[ 2. Fraksi PAN DPR RI wajlb melakukan keordinasi dan kerjasama dengan -~—

DPRD Propinsi dar DPRD Kabupaten/iota;
@m proses pembuatan kebijakan dan keputusan polittk oleh Eksekutif--

- 100 -
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PAN dI semua tingkatan wajib melakukan koordinasi dengan Partai dan -

| Fraksi PAN dalam lembaga legislatif 0 serrua tingkatan;
| 4. Dewan pimpinan Partal wajll malakukan evaluas kinerja kader PAN di -

l[embaga leqgisiatit dan eksekutif dl semua tingkatan minimal 1 {sotu) kali—

dalam [ (satu) @bur;

‘ 5. Dewan gimplran Partal waiity melfakukan monttoring terhadap kinerja kade:
PAN di lembaga legislatif dan eksekutif dl semua tingkatan minimat 2 {dua)

kali dalam 1 {satu) tahun:
| 6. Kader PAN dt lembaga legislatif dan eksekutit darl semua tingkatan wajib -
Membuat [aporan kinerjz 1 (Satu) kali dalam 1 (satu) Ezhun diakhir tahun-

angoaran, -
I 7. Ketentuan tentang Mekanisme Kerfa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebihs lanjut dalarm.

Peraturan Partal,

- Pasal 68

—————HubuiGan dan Kerjasama dengan Partal Politik Lain
L. Dewan pimginan Partai dapat menjalin hubtmgan dan karjasama dengan -

Pantai pol|tik lain untuk mencapal tujuan bersama dalam rangka e

memperjuangkan aspirasi dan. kepentingan rakyat;
2. Hubungan dan kerjasama dengan Partal politik laln diwujudkan dalam—
bentuk kozlisl untuk kepentingan Parnilihan Presiden dan Wakil Presiden, -
Pllkada Gubernur dan Wakil Gubemur, Pilkada Bupati dan Wakil Bupatf, —
atau Wailkota dan Wakit Wallkota, atau untuk kepentingan pemiiihan—
pimpinan DPR/DPRD dan atay Fraks! Gabungan di DPRD Provinsi dan atau

DPRD Kabupaten/Kota; —-

3. Ketentuan mengenai hubungan dan kerjasama dengan Paitai politik lain —

—
T——— =10l -



—
sehagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) diatur dalam suaty —-—

perjanjian atau nota kesepakatanuntuk wakty tertentu dan ditetapkan —

dalam Surat Keputiisan Dewan Pimpinan Pusat;
4. Ketentuan tantang Hubungan dan Kerjasama dengan Partai Politik lain —-
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (1) diatur -

lebih tanjut dalam Peraturan Partal, —- -

Pasal 69

e Hubungan dan Kerjasama dengan Qrganisasi Kemasyarakatan ——
1. Dewan pimpfnan Partal dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan -
organisasl kemasyarakatan yang membantu dan mendukung perjuangan -

Partai;
2. Hubungan dan kerjasama dengan organisasl kemasyarakatan diwujudkan
dalam bentuk penghimpunan asplrasi dan pengaduan masyarakat guna---
disalurkan dan diperjuangkan olet Partal, dan atau kegiatan bersama yang

mendukung periuangan Panai;
3. Ketentuan mengma% hubungan dan kerfasama dengan organisas ————-
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dafam suatu perjanjian atau nota kesepakatar untuk waktu tertentu dan -

ditetapkan dalam Surat Keputasan Dewan Pimpinan Fusat;

4, Ketentuan tertang Hubungan dan Kerjasama dengan Organisasi
Kemasyarakatan sebagaimana yang dirmaksud pada ayet (1), ayat {2), dan

ayat (3} diatur febit lanjut datam Peraturan Partal,
Pasal 70

-Hybungan dan Kerjasama dengan Organisasl, Lembaga dan Badan Lalnnya
1, Dewan p'mpiran Partai dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan -

organisasi, lembaga dan badan lain yang membantu-dan mendukung—---
—
~ L2 -



———
] | perjuangan Partai; -

2. Hubungan dan kerjasama dengan grganisasi, lembaga dan badan lainnya-
diwujudkan dafam bentuk penghimpunan aspiras dan pengaduan---=--—

masyarakal gana disalurian dan diperjuangkan oleh Partai, dan stay —--

keglatan bersama yang mendukung perjuangan Partai;

’ 3. Ketentuan mengenai hubungan dan kerfasama denaan organisas), lembag:
dan badan iatnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} —
diatur dalem suatu perjanjian atau nota kesepakatan untuk waktu tertenty

dan ditetapkan dalam Surst Keputusan Dewan Pimpinan Pusat; ———-—
4. Ketentuan teptang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknls Hubungan-

dan Kerjasama dengan Organisasl, Lembaga dan Badan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih -

lanjut dalam Peraturan Partal,

BAB XVI

PENEMPATAN KADER

Pasal 71

¥-----Fenempatan Kader di Kepengurnsan

| 1. Penempaton Kader di kepengurusan Dewan Pimplnan Pusat ditetapkan -
oleh Ketua Umurr, Ketua Majelis Penasihat Partai, dan anagota formatur -

hasil kongres;

2. Penempatan kader di kepengurusan untuk jenjang Dewan Pimpinan ——

Wiiayah, Bewan Fimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan

Pimpinan fRanting, dan Pimpinan Perwakltan Luar Neger
ditetapkan oleh Ketua terpiiih, Ketua Majeiis Penasihat Partal terpllih——

bersama formatur hasll permusyawaratan;
\ialam hal pengisian jebatan Paengurus Harlan hatus memperhatikan kader

- Wy -
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Perempuan 309% di tingkat pusat dan wilayah, sedangkan gl tingkat daerat

dan struktur Gewan pimpinan Partal d bawahnya disesuaikan dengan ———

kondisi setempat.

Fasal 72

Penempatan Pimpinan DPRD -=-
1. Penempatan anggota legislatif PAN di jabatan pimpinan DPRD Provinsi —

i ditetapkan gleh DPP dengan mempertimbangkan usulan DPW; —-—-r-v-n-

-

| 2. Penempatan anggata legislatif PAN dl jabatan pimpinan DPRD
! Kabupaten/Kota ditetapkan oleh DPP dingan mempertimbangian DPD., ---

| - -- ——Pazal 73

I Penempatan Kader di Lembaga Legisiatif
1. Dewan Pimpinan Partai berkewafiban melakukan evaluasi anggota —-—-

| legislatif;
[ 2. Evaluas anggota leglslatif terdiri atas evaluasl kinerja dan evaluas——

kortribusi ke Partal;:
‘ 3. Hasil evaludsi anggota legistatif menjadl dasar penentuan pencatonarn ~--—
sehagaimnggota legislatif dalam pemilu berikutnya;
' - 4, Bagi kader yang menfadi angyots legislatif dan terbukti tidak ~————-—-——

mefaksanakan kewajiban kontribusi atas laporan Bendahara serta aturan -
ialn yang ditentukan oleh Partai, tidak diperkenankan iagl menjad( calor --

anggota legislatif pada pemilu berikuinya;
’ 5. Kader tidak diperkenankan menjadi calon anggota legislatif pada periode -
berikutnya jika terbukti melakukan tindak pidana yang dinyatakan bersalah

l oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; ———
6. Anggotz legislatif yang tidak lagl memenuhi syarat sesual katentugn —-----

hukum dan parundang-undangan dilakukan penggartian antar wakty —
ﬁ-—_‘__h-h-_\_-‘ i lm i




e
berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatkan —

| hasll perfimbangan dewan kehormatan; -~ -
7. Ketentuan tentang Evaluasi Kader dj Lembaga Legislatif sebagaimana -~
dimakstd pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5}, dan ayat (6}

diatur lebib lanjit dalam Peraturen Partai;

Pasal 74

Penempatan Kader di Lembaga Eksekutif

1. Penempatan kader dan anggota di jabatan eksekutif dilakukan secara —
obyektif dan transparan dengan memperhatikan hasll pertimbangan Dewar

Kehormatan, dan diputuskan melalul Rapat Plenc Partai;
2. Kader yang ditugaskan Partai ¢l jabaten eksekutif vang dalam peratiuran—
! perundang-undangan dilarang rangkap jabatan sebagai anggota dan atau

pengurus Partal politik, diberhentikan sementara sebagai anggota dan ataL

pengurus berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;
| 3. Ketentuan tentang penempatan kader dan-anggota di lembaga eksekutif -
Sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut——
dalam Persfuran Partai,

BAB XvI1

PENCALONAN KEPALA PEMERINTAHAN

Pasal 75

1. Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden yang diajukan —
Partai dalam pemilihan presidenfwakll presidan ditetapkan dalam Rakemas
bervasarkan hasil Konvensi;

2. Penentuan calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur ditetapkan oleh

Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan darl Dewan Pimpinan Wilzyah;

4. Penentuan calon bupati/walikota dan/atau calon wakll bupati/wakil

T - 165 -




”muta ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan —----- _

| bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah;———-

3. Ketentuan tentang Pencalonan kepala Pemerintahan sebagaimana -
J dimaksud pada ayat (1) dan (2} diatas iebih ianjut dalam Peraturan Partai.

BAB XV
- KEUANGAN

e Pasal 76

Sumber Keuangan
L. Turan 2nggota adalah iuran anggota Parial yang dibayarkan rutin danfatai

[ temporer yang dihimpun melatul rekerting Dewan Pimpinan Parti; ---—e-s

2. Besaran luran waijih anggota Parizi ditetapkan oleh DPP;-—
3. Besaran luran wajlb anggote DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota -

, diatur dalam Peraturan Partzl;
4, Sumbangan yang berasal dart perseorangan atau lembaga/perusahaan-—
dapat berupa wang, barang, dan/atau jasa harus sesual dengan ketentuan

peratliran perundang-undangan;
3. Bantuarmkeuangan dari ARBN/APBD dikelola, dipemgunakan dan dilaporkan
secara terperind sesual format dan ketentuan perundang-undangan. —
Pasal 77

Tata Kelola Keuangarn Partal

1. Keuangan Partai disusun dafam suatu Rancangan Anggaran Pendapatan --

dan belanja Parai {RAPBP) untuk jangka wakiu | (satu) @hun;
2. RAPBP waiib disusun oleh Dewan Pimpinan Partai dan ditetapkan dalam -

Rapat Kerfa;
3. APBP mengatur tentang perdapetan dan belanja kegisgtan Partal yang—

membutuhkan pemblayazn dalam kapasitas tertentu;

—
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’—:;I:nja Partal terdiri dari pembiayaan penquatan infrastruktur Partal, —
, pengeiuaren rutin Dewan Pimpinan Partat dan pengeluaran implemeantasi-

program kerfa Fartai;
5. Auditor Internal diturjuk pada rapat kerja saty tahun sebelum

' pelaksanaan Permusyawaratan; ——
6. Ketua Umum, Sekretarls Jenderal dan Bendahara Umurm bertangungjawab

menerma dan mengelola Bartuan Keuangan darl APBN serta menyusun -

| laporan pertanggungjawabannya sesual ketentuan perundang-undangan;
| 7. Ketua, Sekretarls dan Bendahara DPW/DPD bertangungjawab——————
menerima dan mengelpla Bantuan Keuangan darl APBD serta menyusun—

laporan pertanggungjawabannya sesual ketentuin perundang-undangan,

Pasal 78

Laparan Keuangan Partal -

1. Dawan Pimpinan Partal wajibh menyusun Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Keuangen Parta sesual standar laporan keuangan Partal —--—
Politik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; ——

I Z. Laporan Kepangan Dewan Pimpinan Partai disusun setiap tahun untuk —

Ll

 keperluan audit meliputi: Lapuran Realisas! Anggaren Partal; Laporan —-—

I Nerara; dan Laporan Atus Kas;
' 3. Laporan Kewangan Dewan Pimpinan Partai setiap 1 (satu) tahun anggaran
yang telah diaudit oleh akuntan pubflk diumumkan melalui Pejabat————
Pengelola Informiasl dan Dokumeniasi (PPID) Partai Amanat Nastonat:~——
’ 4. Dewan Pimpinan Pusat wafilr menyusun Laporan Pertanggung Jawaban —
Dana Bantuan Keuangan Partaj setiap @hun dilaporkan kepada Negara —
€.¢. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan gi audit oleh Badan —

Permeriksa Keuangan {BPK) Republik Indonesia sebagaimana diatur

'\ -y



dalam ketertuan peraturan perundang-undangan; -
| 5. Dewan Pimpinan Wilavah dan Dewan Fimptnan Daerah wajib menyusun --
Laparan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Keuangan Partei setiap ~——
tahun dilaporkan kepada Pemerintah Daerab c.q. Keshangpo! den Badan -

Pemeriksa Keuangan Republlk Indonesia sesuai ketentuan Perundang --—-

- -undangan. -

BAE XIX —

ATURAN PERALTHAN

Pasal 79

1. Kelengiapan perscnalla pengurus Dewan Pimpinan Pusat, anggata Majells
Penasihat Partai Dewan Pirnpinan Pusat, dan anggota Mahkamah Partai, —
dilengkapi selambat-lambatnya 30 (Hga puluh) harl setelah Kongres —--

berakhir;

‘ 2. Bagl Pengurus yang belum menglkutl Perkaderan farmal, diwajibkan—--
dalam walkitu selama-lamarya 6 (enam} bulan wajib menglkuti Perkaderan

formal yang ﬂiadakan Partai;
3. Masa ketja Formatur berakhir seteiah ditandatangani Surat Keputusan ——
‘ fentang Pengurus Hartan aleh Ketua Umum dan Sekretards Jenderad;——--

4. Kelengkapan personaiia Pengururus Dewan
Pimpinan/Wilayah/Daerah/Cabang/ Ranting, Anggota Majelis Penasihat -—
Partai (MPP), dilengicapl selambat-lambatrya 30 (tigapuluh) han setelah—
Musyawarah Wilayah/Daerah/Gabang/ Ranting berakhir;
‘ 5. Peraturan-peraturan yang rmenjabarkan ayat-ayat tertentu yang belum-——

ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga int, ditetapkan dalam---—-—---
Peraturan Organisasi dan/atau dalam Peraturan dan Ketentuian-ketentuan

Partal lainnya patling lambat pada wakty pelaksanaan Rakernas Perfama -

-—..._,_____-
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f’s_e:-m; Kangres V PAN;--

] b. Dewan Pimpinan Partal pada setiap fenjang kepengurusan harus

melaksariakan Musyawarah Wiayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah -—

Cabang, dan Musyawarah Rarting sebagal tindak lamjut dart Kongres; -

‘ 7. Kepengurusan yang terbentuk akibat terjadinya pemekaran daerah akan—

| diatur oleh DPP;
l 8. Kepengurusan yang terbentuk akibat terjadinya pemekaran daerah akan--

’ diatur lebib lanjut oleh DPP;
’ 9. Dewan Plmpinan Pusat diberikan kewenangan untuk menyermpurnakan -—
dan membuat aturan-aturan Paral yang diperiukan yang diputuskan ——
dalam rapat hatian Parta) selama tidak bertentangan dengan Anggaran —
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partat dan mempunyai —

kekuatan hukum mengikat. -

BAB XX

PENLITUR

Pasal 80

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADARTY inj—
ditetapkan dalam Kongres PAN Ke-V1 Tahun 2024 di Jakarta, tanggal 23 -

sampai dengan 24 Agustus 2024,
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaren Dasar dan Anggaran Rumah —
Tangga dan Peraturan-peraturan Partai diatur lebih lanjut oleh Dewan -

Ptmpinan Pusat,

~Dan semua hal tersebut diatas dibuatiah akta inl untuk dapat dipergunalan

sebagat mestinya,

--- DEMIKIAN AKTA INI - -~
—-;_.__‘_‘\“
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1.

-Dilangsunglan dengan tanpa perubahan

bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

Jakarta, sebagal saksi-saksi,
-Segera sheish saya, Notarls membacakan akta ini kepada penghadap, -—-
saksi-saksi, maka akta inf ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi——-

dan saya, Notaris.,

-Dibuat dan diselesalkan dl Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada--—-

Tuan EPRAEM AGUSTA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, peda tanggal -
01-10-1985 (satu Oktober seribu sembifan ratus defapan puluh fima), —
bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Rambutan 4 bick G nemor 459,—
Rukun Telangga 002, Rukun Warga 012, Desa Jatimulya, Kecamatan—---
Tambun Selatan, pemegang Kastu Tanda Perduduk

nomor : 3175070110850013;

. Nona MICHELLE HANA ANDRADJIADI, Sarjana Hukum, lahir di Batam,

Pada tanggal 15-02-2000 (limabelas Februari duaribu), $wasta, Warga —
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batarn, Taman Duta Mas-—-
Cluster T Oriental nomar 11, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, —
Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomer : 2171105502009003;

“Keduanya pegawai lkantor Notarls dan untuk sementars barads ¢~

"\\\
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-Minuta Akta int telah ditanda-tangan! dangan sempuma. ———

H:Ei_beﬂkan sebagai salipan yang sama bunyinya.-—
Notaris di Jakarta

ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH, M. Kn

- -




